
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATI]R NEGARA

DAI\ REFOR}IASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 20T6

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme

Pegawai Negeri Sipil guna melaksanakan tugas analisis di

bidang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, dan untuk meningkatkan kinerja organisasi,

perlu mengatur Jabatan Fungsional Analis Anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi

Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional

Analis Anggaran;

Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentartg

Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2861;

Mengingat : 1.

b.
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2.

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentarrg Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

35471, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5I2Ll;
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor r94, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2ooo tentang Formasi

Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor L22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2oo0 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 19s, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor TB Tahun 20 13 tentang
Perubahan Ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 9g

Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai Negeri sipil

4.

5.
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z0tg

Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 54671;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40t7l,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor gg Tahun 2000 tentang Kenaikal

pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a193);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 I Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor L6a\

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia. Tahun 2OIO Nomor 74, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7.

8.

9.
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun ?OLL tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor LzL,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendayaggnaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun t999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2OI2 tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun L999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L2

Nomor 235);

MEMIJTUSI(AN:

MenetapKan : PEIRATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKFGSI TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

10.

11.

L2.
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tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk rnenduduki jabatan

pemerintahan.

Pejabat Pernbina Kepegawaian adalah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

Manqjemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Analis Anggaran adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di

bidang penganggaran dalam pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Analis Anggaran adalah PNS yang diberikan tugas,

tanggung jawab, wewenoDg, dan hak untuk

melaksanakan kegiatan analisis di bidang peng€rnggaran

dalam pengelolaan APBN.

Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Anggaran

adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat

yang Berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi

kerja pejabat fungsional Analis Anggaran.

Angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan

danlatau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang

harrrs dicapai oleh Analis Anggaran dalam rangka

pembinaan karir yang bersangkutan.

Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka

kredit minimal yang harus dicapai oleh pejabat

fungsional Analis Anggaran sebagai syarat kenaikan

pangkat dan jabatan.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS.

Karya Tulis/ Karya Itmiah adalah tulisan hasil pokok

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang

disusun oleh Analis Anggaran baik perorangan atau

kelompok di bidang penganggaran dalam pengelolaan

APBN.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

RumPun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Anggaran termasuk dalam rumpun

akuntan dan anggaran.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Analis Anggaran berkedudukan sebagai pejabat

fungsional di bidang penganggaran dalam pengelolaan

APBN pada Kementerian Negara lLembaga-

Analis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jabatan karir PNS.

10.

11.

(1)

(21
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BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Analis Anggaran merupakan jabatan

fungsional kategori keahlian.

(21 Jenjang Jabatan Fungsional Analis Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang

terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Analis Anggaran Pertamaf Ahli Pertama;

b. Analis Anggaran Muda/Ahli Muda;

c. Analis Anggaran Madya/Ahli Madya; dan

d. Analis Anggaran Utama/Ahli Utarna.

(3) Jenjang pangkat Analis Anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan

Fungsional Analis Anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang

ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Pera.turan Menteri ini.

(5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Analis Anggaran

ditetapkan berdasarkan angka kredit yang dimiliki

setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit.
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BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

DAN HASIL KERJA

ffi:"':;:::

Pasal 5

T\rgas jabatan Analis Anggaran yaitu melaksanakan kegiatan

analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN'

Bagian Kedua

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

(1) Unsur kegiatan tugas jabatan Analis Anggaran yang dapat

dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(21 Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, terdiri atas:

a. pendidikan;

b. analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan

APBN; dan

c. pengembangan profesi.

(3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), terdiri atas:

a. pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

2. pendidikan dan pelatihan (diklat)

fungsionallteknis di bidang penganggaran dalam

pengelolaan APBN serta memperoleh Surat Tanda

Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau

sertifikat; dan
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3. diklat Prajabatan;

b. analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan

APBN, meliputi:

1. pendapatan negara;

2. belanja negara; dan

3. pembiayaan;

c. pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan Kary'a Tulis/Karya Ilmiah di bidang

penganggaran dalam pengelolaan APBN;

2. penerjernahan lpenyaduran buku dan bahan

lainnya di bidang penganggaran dalam

pengelolaan APBN; dan

3. penyusunan buku pedomanlketentuan

pelaksanaanf ketentuan teknis di bidang

penganggaran dalam pengelolaan APBN.

(4) Unsur Penunjong, meliputi:

a. pengajar/pelatih pada diklat fungsionallteknis di

biclang penganggaran dalam pengelolaan APtsN;

b. peran serta dalam seminar/lokakaryalkonferensi di

bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN;

c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan

Fungsional Analis Anggaran;

e. perolehan PenghargaanlTanda Jasa; dan

f. perolehan ijazahlgelar kesarjanaan lainnya.
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BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 7

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Anggaran

sesuai jenjang jabatantrY?, sebagai berikut:

a. Analis Anggaran Pertamal Ahli Pertama' meliputi:

1. menginventarisasi data dan klasifikasi arah

kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan

nasional per temaf bidang;

2. menyusun rekomendasi tingkat t hasil analisis

arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan

nasional;

3. menginventarisasi data, bahan,dan parameter

penyusunan asumsi dasar ekonomi makro;

4. menJrusun rekomendasi tingkat t hasil pengujian

parameter asumsi dasar ekonomi makro;

5. menginventarisasi data, bahan dan parameter

penyusunan usulan kebijakan dan proyeksi

perhitungan (exercise) RAPBN;

6. men5rusun rekomendasi tingkat t hasil pengujian

parameter proyeksi perhitungan (exercisel RAPBN

dan usulan kebijakan;

7. menJrusun rekomendasi tingkat I hasil pengujian

parameter penyusunan postur RAPBN;

8. menginventarisasi data dan bahan telaahan

kebijakan fiskal dan ekonomi makro;

9. rnenginventarisasi kebutuhan data, bahan, dan

parameter penyusunan KEM & PPKF;
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10. menyusun rekomendasi tingkat 1 atas hasil

pengujian data, bahan, dan parameter

penyusunan KEM &.PPKF;

1 1. rrrenginventarisasi bahan dan data materi

pengaturan dalam RUU APBN/APBN-P;

12. menyusun rekomendasi tingkat 1 Laporan hasil

analisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal

dan kesesuaian dengan angka dalam

ttAPBN/ RAPBN-P serta kebijakan strategis

Pemerintah;

13. melakukan inventarisasi kebutuhan bahan dan

data pen)nrsunan Model Perencanaan APBN/

Model Fiskal/Model DamPak APBN;

14. rnenginventarisasi kebutuhan bahan dan data

penyusunan policg paper di bidang asumsi

makro/ pendapatan negara/ belanja negaraf

pembiayaan anggaran;

15. menyiapkan policg paper di bidang asumsi makro/

pendapatan negara/belanja negara/pembiayaan

anggaran;

16. menginventarisasi kebutuhan bahan penyusunan

RAPBN/RAPBN-P;

17. menganalisis bahan penyusunan RAPBN/

RAPBN-P;

18. menginventarisasi hasil-hasil kesepakatan antara

Pemerintah dan DPR-RI;

19. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

bahan reviu angka dasar dan latau perkiraan

maju;

20. menganalisis angka dasar ctan/atau perkiraan

maju kebutuhan dasar per satker;

21. menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan

maju kebutuhan dasar per program;
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22. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

terkait arsitektur dan Informasi kinerja

penganggaran;

23. merancang arsitektur dan informasi kineda

penganggaran;

24. menganalisis hasil rancangan arsitektur dan

informasi kineda penganggaran per program;

25. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

terkait penyusunan pagu;

26. menganalisis pagu per program;

27 . mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan

parameter Inisiatif Baru;

28. mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan

parameter konsolidasi dan penajaman pendanaan

kegiatan prioritas nasional (pertemuan tiga pihak);

29. mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan

parameter penyusunan rencana kerj a Kl L;

30. menyiapkan dan mengidentifikasi bahan dan

parameter rencana kerja dan anggaran;

31. menyiapkan dan mengidentifikasi data dan

parameter penelaahan rencana kerja dan

anggaran;

32. menyiapkan dan mengidentifikasi bahan dan

parameter revisi anggaran;

33. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi

penganggaran;

34. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek

implementasi;

35. mengumpulkan dan mentabulasi data lapangan

dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;

36. menyiapkan dan mengidentifikasi data dan

parameter persetujuan pendanaan pekerjaan

tahun jamak;
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37. menyiapkan dan mengidentifikasi data dan

parameter standar biaya;

38. menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan

parameter Penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA);

39. menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan

parameter penghitungan sanksi/ganjaran bagr

KIL;
40. mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan

parameter indikasi kebutuhan dana pengeluaran

BUN (Renstra, KPJM, hasil Monitoring dan

evaluasi);

41. menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan

parameter penyusunan usul tambahan anggaran;

42. rnenganalisis kelengkapan materi pengaturan di

bidang pengelolaan belanja KIL dan BUN;

43. menyiapkan dan mengidentifikasi parameter dan

data pendukung;

44. menginventarisasi pokok-pokok bahasan dalam

pembahasan Ijin Pemanfaatan Belanja BUN;

45. menyiapkan data parameter alokasi BUN;

46. menyiapkan data tanggapan atau tindak lanjut

hasil pemeriksaan;

47 . menginventarisasi data terkait potensi, jenis, dan

tarif PNBP;

48. mengidentifikasi permasalahan jenis dan tarif;

49. menginventarisasi data terkait penggunaan

sebagian dana PNBP;

50. mengidentifikasi permasalahan terkait

penggunaan sebagian dana PNBP;

51. menginventarisasi data terkait kebijakan

pengelolaan PNBP;

52. mengidentifikasi dan menginventa.risasi data

terkait kebijakan dispensasi pengelolaan pNBp;
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53. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

target dan Pagu Penggunaan PNBP;

54. memvalidasi data target dan pagu penggunaan

PNBP;

55. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

terkait revisi target dan pagu penggunaan PNBP;

56. memvalidasi data revisi target dan pagu

penggunaan PNBP;

57. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

terkait penerimaan dalam RBA BLU;

58. memvalidasi data terkait penerimaan dalam RBA

BLU;

59. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

PNBP dan kewajiban pemerintah dari PNBP SDA;

60. memvalidasi data PNBP dan kewajiban

pemerintah dari PNBP SDA;

61. menginventarisasi data laporan realisasi dan

perkiraan realisasi PNBP (Otttlookl;

62. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

terkait pelaksanaan peraturan di bidang PNBP;

63. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

terkait penyelesaian piutang PNBP;

64. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

terkait penyelesaian kewajiban pemerintah;

65. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

tindak lanjut hasil Pemeriksaan di bidang PNBP;

66. mengidentifikasi dan menginventarisasi data hasil

perhitungan PNBP (self assess mentl;

67. mengidentifikasi data terkait pelaksanaan

pengelolaan PNBP;

68. memvalidasi data terkait pelaksanaan pengelolaan

PNBP;



- 15 -

69. menginventarisasi bahan terkait tagihan

kewajiban pemerintah sektor migas, panas bumi,

dan subsidi;

70. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

terkait pemindahbukuan PNBP sektor migas dan

panas bumi;

71. mengolah data perumusan kebijakan sistem

penganggaran;

72. mengolah data terkait pelaksanaan Standar Biaya;

73. menyusun kajian usulan Standar Biaya;

74. mengolah data terkait pelaksanaan Monitoring

dan evaluasi Kinerja Penganggaran;

75. mompilasi data tematik penganggaran;

76. mengolah data penerapan sistem penganggaran;

77. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

terkait usulan kebijakanlperatrrran

penganggaran;

78. mengidenfikasi dan menginventarisasi

permasalahan implementasi kebijakan lperaturan

penganggaran;

79. mengkaji peraturan yang mengalami kendala

danlatau permasalahan pada tataran

implementasi;

80. mendiseminasi laporan hasil evaluasi

implementasi kebijakar, lperaturan kepada

stakeholders;

81. mengidentifikasi dan menginventarisasi data

terkait usulan besaran hak keuangan I remunerasi

82. melaksanakan kajian awal terkait usulan besaran

hak keuangan I remunerasi;

83. melaksanakan assesment terhadap pem€rngku

jabatan yang diusulkan besaran hak

keuangar' lremunerasi;
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84. memberikan pembobotan terhadap hasil

assesment bersama instans t I stakeholders terkait;

85. melaksanakan kajian lanjutan terkait usulan

besaran hak keuangan I remunerasi;

86. Menyusun rekomendasi besaran hak

keuang an lremunerasi;

87. mengirlentifikasi dan menginventarisasi data

terkait usulan besaran hak keuanganl

remunerasi;

88. mengkaji dampak fiskal yang mungkin timbul dari

kebijakan remunerasi;

89. men5rusun laporan rekomendasi terhadap

kebijakan remunerasi;

90. mengidentifikasi masalah kajian pengembangan/

tematik;

91. menginventarisasi data terkait kajian tematik dan

pengembangan;

92. menganalisis data terkait kajian tematik dan

pengembangan;

93. menJrusun rekomendasi kajian tematik dan

pengembangan;

9.1. menyusun bahan diseminasi kajian tematik dan

pengembangan;

95. menganalisis kebutuhan bimbingan teknis

penganggaran;

96. menyiapkan bahan bimbingan teknis

penganggaran; dan

97 . melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.

b. Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, meliputi:

1. menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas

pembangunan nasional per temalbidang;
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2. menJrusun rekomendasi tingkat 2 laporan hasil

analisis arah kebijakan fiskal dan prioritas

pembangunan nasional;

3. menganalisis perkembangan asumsi dasar

ekonomi makro;

menJrusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian

parameter asumsi dasar ekonomi makro;

menganalisis perhitungan dan realisasi APBN;

menyusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian

parameter proyeksi perhitungan (exercisel rapbn

dan usulan kebijakan;

7. menyusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian

parameter penyusunan postur RAPBN;

8. menyusun dan menganalisis realisasi APBN

bulanan;

9. menguji parameter penyusunan KEM & PPKF;

10. menyusun rekomendasi tingkat 2 atas hasil

pengujian data, bahan, dan parameter

penyusunan KEM & PPKF;

1 1. menganalisis kelengkapan materi dalam pasal-

pasal dan kesesuaian dengan angka daiam

RAPBN/ RAPBN-P serta kebdakan strategis

Pemerintah;

12. menyusun rekomendasi tingkat 2 Laporan hasil

analisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal

dan kesesuaian dengan angka dalam

RAPBN/ RAPBN-P serta kebijakan strategis

Pemerintah;

13. melakukan uji statistik data dan bahan

penyusunan Model Perencanaan APBN/Model

Fiskal/ Model Dampak APBN;

14. memvalidasi data dan bahan penyusunan policg

paper di bidang asumsi makro/pendapatan

negara /belanja negara /pembiayaan angg€rran;

5.

6.
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15. menyiapkan poticg paper di bidang asumsi

makro/pendapatan negara / belanja negara/

pembiayaan anggaran;

16. mengkaji data dan bahan penyusunan

RAPBN/RAPBN-P;

17. menganalisis bahan penyusunan RAPBN/

RAPBN.P;

18. menganalisis, mensinkronkan, dan mengoreksi

materi dalam Nota Keuangan & RAPBN/RAPtsN-P;

19. membahas laporan hasil analisis, sinkronisasi,

dan koreksi materi dalam Nota Keuangan &

RAPBN/RAPBN-P;

20. menganalisis angka dasar dan f atau perkiraan

maju kebutuhan dasar Per Program;

2L . menganalisis angka dasar dan latau perkiraan

maju kebutuhan dasar Per KIL;

22. menganalisis hasil rancangan arsitektur dan

informasi kinerja penganggaran per program;

23. menganalisis hasil rancangan arsitektur dan

informasi kinerja penganggaran per Bagian

nggaran;

24. menganalisis pagu Per Program;

25. menganalisis pagu per bagian anggaran;

26. menganalisis pagu per sumber dana;

27. menganalisis kebutuhan inisiatif baru;

28. menilai kelayakan proposal inisiatif baru;

29. menganalisis rancangan Rencana Kerja K/L dalam

pertemuan tiga pihak;

30. menganalisis usulan perubahan pagu indikatif;

31. menganalisis data terkait penyusunan rencana

kerja per program;

32. menyusun RKA satker/RKA BUN;

33. menganalisis usulan RI(A BUN;
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34. menelaah rencana keda dan anggaran;

35. menganalisis kebutuhan revisi anggaran;

36. menyLrsun usul revisi anggaran;

37. menilai usulan revisi rencana kerja dan anggaran;

38, menganalisis evaluasi pelaksanaan monitoring

dan evaluasi sebelumnya;

39. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi ;

40. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek

konteks;

41. menganalisis data lapangan dalam kegiatan

monitoring dan evaluasi;

42. men5rusun usulan pendanaan pekerjaan tahun

jamak;

43. menitai usulan persetujuan pendanaan pekerjaan

tahun jamak;

44. men5rusun usulan standar biaya;

45. menilai usulan standar biaya;

46. menganalisis Rencana Bisnis dan Anggaran;

47. menelaah RBA;

48. menilai pemberian sanksi/ganjaran bagi KIL;

49. menganalisis indikasi kebutuhan dana

pengeluaran BUN per KPA;

50. menganalisis indikasi kebutuhan dana

pengeluaran BUN per Bagian Anggaran;

5 1. mengidentifikasi perubahan-perubahan parameter

52. menganalisis kebutuhan tambahan €rnggaran

(KPA);

53. menilai kebutuhan tambahan anggaran (PPA);

54. menelaah usul tambahan anggaran;

55. membahas laporan hasil analisis kelengkapan

materi pengaturan di bidang pengelolaan belanja

KIL dan BUN;

56. menlnlsun Permohonan Pemanfaatan Belanja

BUN;
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57. menelaah Ijin Pemanfaatan Belanja BUN;

58. menganalisis parameter alokasi BUN;

59. rnenSrusun usulan jenis dan tarif PNBP;

60. mengidentifikasi permasalahan jenis dan tarif
PNBP;

61. menganalisis jenis dan tarif PNBP;

62. menyusun usulan penggunaan sebagian dana

PNBP;

63. rnengidentifikasi permasalahan terkait

penggunaan sebagian dana PNBP;

64. menganalisis terkait penggunaan sebagian dana

PNBP;

65. mengidentifikasi permasalahan pengelolaan PNBP;

66. menyusun usulan dispensasi pengeloiaan PNBP;

6'/. menganalisis permasalahan dispensasi

pengelolaan PNBP;

68. menJrusun usulan target dan pagu penggunaan

PNBP;

69. menganalisis dampak asumsi makro terhadap

target PNBP;

70. menganalisis besaran target dan pagu

penggunaan PNBP per satker;

71. menganalisis besaran target dan pagu

penggunaan PI'IBP per K/L dan BUN;

72. menyusun usulan revisi target dan pagLl

penggunaan PNBP;

73. menganalisis besaran revisi target dan pagu

penggunaan PNBP;

74. menJrusun usulan RBA BLU;

75. menganalisis penerimaan dalam RBA BLU;

76. menganalisis dampak asumsi makro dan

kewajiban pemerintah sektor sDA terhadap pNBp

SDA;
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77. menyusun data realisasi dan perkiraan realisasi

PNBP (Outlookl;

78. menguji validitas data realisasi dan perkiraan

realisasi PNBP (otflook);

79. menganalisis dampak asumsi makro terhadap

realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Otttlookl;

80. menganalisis pelaksanaan peraturan di bidang

PNBP;

81. menyusun konsep laporan penyelesaian piutang

PNBP;

82. menyusun konsep laporan penyelesaian kewajiban

pemerintah;

83. menganalisis permasalahan tindak lanjut hasil

Pemeriksaan di bidang PNBP;

84. menyusun pelaporan perhitungan PNBP (self

assessmentl;

85. menganalisis permasalahan Laporan hasil analisis

perhitungan PNBP (sef' assess mentl ;

86. menganalisis terhadap hasil validasi data terkait

pelaksanaan pengelolaan PNBP;

87. menguji validitas tagihan kewajiban pemerintah

sektor migas, panas bumi, dan subsidi;

88. menguji validitas data terkait pemindahbukuan

PNBP sektor migas dan panas bumi;

89. menganalisis data hasil olahan kebijakan sistem

penganggaran;

90. mengolatr data terkait pelaksanaan Standar Biaya

91. menyusun kajian usulan Standar Biaya;

92. menganalisis usulan Standar Biaya;

93. menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi;

94. menganalisis hasil kompilasi data;

95. menJrusun konsep laporan Laporan hasil analisis;

96. menganalisis data penerapan sistem

penganggaran;
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97. menganalisis dan mengharmonisasikan usulan

kebij ak an I peraturan penganggaran;

98. menganalisis dampak anggaranlfiskal atas usulan

kebijakan lperaturan;

99. mengidenfikasi dan menginventarisasi

permasalahan implementasi kebijakan lperaturan

penganggaran;

100. mengkaji peraturan yang mengalami kendala

danlatau permasalahan pada tataran

implementasi;

10 1. mendiseminasi taporan hasil evaluasi

implementasi kebijak an lperaturan kepada

stakeholders;

LO2. melaksanakan kajian awal terkait usulan besaran

hak keuangan I remunerasi;

103. melaksanakan assesment terhadap pemangku

jabatan yang diusulkan besaran hak

keuang an I remunerasi;

104. memberikan pembobotan terhadap hasil

assesment bersama instans t I stakeholders terkait;

105. melaksanakan kajian lanjutan terkait usulan

besaran hak keuangan / remunerasi;

106. men5rusun rekomendasi besaran hak

keuang anlremunerasi;

LO7. menyusun laporan rekomendasi terhadap

kebijakan remunerasi;

108. mengidentifikasi masalah kajian pengembangan/

tematik;

109. menginventarisasi data terkait kajian tematik dan

pengembangan;

110. menganalisis data terkait kajian tematik dan

pengembangan;

1 I 1. men5rusun rekomendasi kajian tematik dan

pengembangan;
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tlz. menJrusun bahan diseminasi kajian tematik dan

pengembangan;

1 13. menganalisis kebutuhan bimbingan teknis

penganggaran;

LL4. menyiapkan bahan bimbingan teknis

penganggaran; dan

1 15. melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.

c. Analis Anggaran MadyalAhli Madya, meliputi:

1. Menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas

pembangunan nasional lintas tema/ bidang;

2. Menyusun rekomendasi tingkat 3 laporan hasil

analisis arah kebijakan fiskal dan prioritas

pembangunan nasional;

3. Menyusun proyeksi (exercisel asumsi dasar

ekonomi makro;

4. MengUji parameter asumsi dasar ekonomi makro

hasil exercise;

5. Menyusun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian

parameter asumsi dasar ekonomi makro;

6. Menyusun proyeksi perhitungan (exercise)

RAPBN;

7. Menguji parameter perhitungan RAPBN hasil

exercise;

8. Menyusun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian

parameter proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN

dan usulan kebijakan;

9. Menlnrsun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian

parameter penJrusunan postur RAPBN;

10. Menyusun dan menganalisis realisasi APBN

Semester I;

1 1. Menyusun perkiraan realisasi APBN (prognosis)

Semester II;



13.

L2.

20.

2L.
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Mengkaji dampak kebijakan fiskal dan ekonomi

makro terhadaP APBN berdasarkan

perkembangan realisasi APBN;

Menyusun rekomendasi penyusunan RAPBN-P

berdasarkan hasil kajian dampak kebijakan

fiskal dan ekonomi makro terhadap APBN;

Menguji parameter penyusunan KEM & PPKF;

Menyr.rsun rekomendasi tingkat 3 atas hasil

pengujian data, bahan, dan parameter

penyusunan KEM & PPKF;

Menganalisis kelengkapan materi dalam pasal-

pasal dan kesesuaian dengan angka dalam

RAPBN// RAPBN-P serta kebijakan strategis

Pemerintah;

Menyusun rekomendasi tingkat 3 Laporan hasil

analisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal

dan kesesuaian dengan angka dalam

RAPBN/ RAPBN-P serta kebijakan strategis

Pemerintah;

Melakukan uji statistik data dan bahan

penyusunan Model Perenc anaan APBN/Model

Fiskal/ Model Dampak APBN;

Menguji Modet Perencanaan APBN/Model

Fiskal/ Model Dampak APBN;

Menyiapkan proposal pengembangan Model

Perencanaan APBN/Model Fiskal/Model Dampak

APBN;

Memvalidasi data dan bahan penyusunan policy

paper di bidang asumsi makro/pendapatan

negara/ belanj a negar a I pembiayaan anggaran;

Menyiapkan policg paper di bidang asumsi

makro/pendapatan negara/belanja negaraf

pembiayaan anggaran;

t4.
15.

16.

17.

18.

19.

22.
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23. Mengkaji data dan bahan pen]rusunan

RAPBN/RAPBN.P;

24. Menganalisis bahan penyusunan RAPBN/

RAPBN-P;

25. Menganalisis angka dasar danlatau perkiraan

maju kebuluhan dasar Per KIL;

26. Menganalisis angka dasar danlatau perkiraan

maju kebutuhan dasar lintas KIL;

27. Menyusun rekomendasi atas Laporan hasil

analisis angka dasar danlatau perkiraan maju;

28. Menganalisis hasil rancangan arsitektur dan

informasi kinerja penganggaran per Bagian

Anggaran;

29. Menganalisis hasil rancangan arsitektur dan

informasi kinerja penganggaran lintasBagian

Anggaran;

30. Menyusun rekomendasi laporan hasil analisis

rancangan arsitektur -dan informasi kinerja

penganggaran;

31. Menganalisis pagu per bagian anggaran;

32. Menganalisis pagu per sumber dana;

33. Menganalisis pagu lintas bagian anggaran;

34. Menganalisis pagu berdasarkan postur (belanja

dan pembiayaan);

35. Menyusun pagu;

36. Menyusun proposal inisiatif baru;

37. Menyusun rekomendasi atas hasil penilaian

kelayakan proposal Inisiatif Baru;

38. Menyusun rekomendasi usul penyempurnaan

pagu indikatif dalam pertemuan tiga pihak;

39. Menyusun konsep dokumen kesepakatan

pertemuan tiga pihak;

40. Menganalisis data terkait rellcana kerja KIL;

4I. Menyusun draft Rencana Kerja KIL;
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42, Menyrsun RKA KLIRDP-BUN;

43. Menganalisis rencana kerja dan anggaran dan

pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;

44. Menyusun rekomendasi rencana keqa dan

anggaran;

45. Menilai usulan revisi rencana kerja dan

anggaran;

46. Menganalisis usulan revisi anggaran;

47. Menyusun rekomendasi revisi anggaran;

48. Melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek

manfaat;

49. Meny.rsun rekomendasi monitoring dan evaluasi;

50. Menilai usulan persetujuan pendanaan

pekerjaan tahun jamak;

51. Menganalisis kelayakan usulan persetuju€ur

pendanaan pekerjaan tahun jamak;

52. Menyusun rekomendasi persetujuan pendanaan

pekerjaan tahun jamak;

53. Menilai usulan standar biaya;

54. Menganalisis kelayakan usulan standar biaya;

55. Menyusun rekomendasi usulan standar biaya;

56. Menyusun Rencana Bisnis Anggaran;

57. Menilai Rencana Bisnis Anggaran;

58. Melaksanakan rekomendasi hasil pembahasan;

59. Menilai pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L;

60. Menganalisis pemberian sanksi/ganjaran bagi

KIL;

61. Menyusun rekomendasi pemberian sanksi/

ganjaran bagi KIL;

62. Menyusun usulan indikasi kebutuhan dana

BUN;

63. Menganalisis indikasi kebutuhan dana

pengeluaran BUN per Bagian Anggaran;
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64. Menganalisis indikasi kebutuhan dana

pengeluaran BUN seluruh Bagian Anggaran;

65. Menyusun rekomendasi indikasi kebutuhan

dana pengeluaran BUN;

66. Menganalisis daftar indikasi dan perubahan

parameter;

67. Menyusun dan menyampaikan usulan tambahan

anggaran dari KPA ke PPA;

68. Menyusun dan menyampaikan usulan tambahan

anggaran dari PPA ke DJA;

69. Menginventarisasi dan mengidentifikasi data

materi pengaturan di bidang pengelolaan belanja

KIL dan BUN;

70. Menyusun usul kegiatan yang didanai dari

Belanja BUN;

7 L, Menganalisis hasil pembahasan izin

pemanfaatan belanja BUN;

72. Menyusun rekomendasi pemanfaatan belanja

BUN;

73. Menyusun rekomendasi parameter alokasi BUN;

74. Menganalisis draft tanggapan atau tindak lanjut

hasil pemeriksaan;

75. Menyusun rekomendasi tanggapan atau tindak

lanjut hasil pemeriksaan;

76. Menganalisis jenis dan tarif PNBP;

77. Menyusun rekomendasi jenis dan tarif PNBP;

78. Menganalisis terkait penggunaan sebagian dana

PNBP;

79. Menyusun rekomendasi terkait penggunaan

sebagian dana PNBP;

80. Menganalisis dan menilai dampak kebijakan

PNBP;

81. Menyusun konsep naskah akademik terkait
peraturan perundangan di bidang pNBp;
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82. Menganalisis dan melakukan assessment

dampak kebijakan dispensasi pengelolaan PNBP;

83. Menganalisis besaran target dan pagu

penggunaan PNBP KIL dan BUN secara nasional

84. Menganalisis besaran revisi target dan pagu

penggunaan PNBP;

85. Menyusun rekomendasi usulan revisi target dan

pagu penggunaan PNBP;

86. Menyusun rekomendasi atas hasil asessment

penerimaan dalam RBA BLU;

87. Menganalisis besaran PNBP SDA;

88. Menyusun rekomendasi perhitungan PNBP SDA;

89. Menganalisis data realisasi dan perkiraan

realisasi PNBP (Otttlookl;

90. Menyusun rekomendasi hasil monitoring dan

evaluasi atas pelaksanaan peraturan di bidang

PNBP;

91. Menganalisis piutang PNBP yang masih

outstanding;

92. Menyusun rekomendasi terkait piutang yang

masih outstanding;

93. Menganalisis penyelesaian kewajiban pemerintah

yang rnasih outstanding;

94. Menyusun rekomendasi penyelesaian kewajiban

pemerintah yang masih outstanding;

95. Membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan di

bidang PNBP;

96. Menyusun konsep laporan tindak lanjut hasil

perneriksaan di bidang PNBP;

97. Menyusun rekomendasi laporan hasil analisis

perhitungan PNBP (sef assess mentl;

98. Menyus'un rekomendasi atas Laporan hasil

analisis data terkait pelaksanaan pengelolaan

PNBP;
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gg. Menganalisis tagihan kew4iiban pemerintah

sektor Migas, panas bumi, dan subsidi;

100. Menganalisis data terkait pemindahbukuan

PNBP sektor migas dan Panas bumi;

101 . Mengidentifikasi dan menginventarisasi

datalpermasalahan kebijakan sistern

penganggaran;

tO2. Menganalisis data hasil olahan kebijakan sistern

penganggaran;

103. Menyusun rekomendasi laporan hasil analisis

kebijakan sistem Penganggaran;

104. Mengidentifikasi dan menginventarisasi

d,atalmasalah terkait pelaksanaan Standar

Biaya;

105. Menyusun rekomendasi atas usulan Standar

Biaya;

106. Mengidentifikasi dan menginventarisasi datal

masalah terkait pelaksanaan monitoring dan

evaluasi Kinerja Penganggaran;

107. Menyusun rekomendasi atas hasil monitoring

dan evaluasi;

1OB. Menginventarisasi datalmasalah penerapan

sistem penganggaran;

109. Menyusun rekomendasi penerapan sistem

penganggaran;

110. Menyusun rekomendasi atas kebijakan terkait

penganggaran;

1 1 1. Mengidenfikasi dan menginventarisasi

permasalahan implementasi kebijakanl

peraturan penganggaran ;

Ll2. Mengkaji peraturan yang mengalami kendala

dan latau permasalahan pada tataran

implementasi;
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113. Mendiseminasi laporan hasil evaluasi

implementasikebijakanlperaturankepada
stakeholders;

114. Melaksanakan kajian awal terkait usulan

besaran hak keuang an I remunerasi;

115. Melaksanakan assesmen terhadap pemangku

jabatan yang diusulkan besaran hak

keuang an lremunerasi;

116. Memberikan pembobotan terhadap hasil

assesment bersama instansrl stakeholders

terkait;

II7. Illelaksanakan kajian laniutan terkait usulan

besaran hak keuang an I remunerasi;

118. Menyusun rekomendasi besaran hak

keuangarrlremunerasi;

119. Menyusun laporan rekomendasi terhadap

kebijakan remunerasi;

l2O. Mengidentifikasi masalah kajian

pengembangan / tematik;

lz|.Menginventarisasi data terkait kajian tematik

dan Pengembangan;

122. Menganalisis data terkait kajian tematik dan

pengembangan;

I2g. Menyusun rekomendasi kajian tematik dan

pengembangan;

I24. Menyusun bahan diseminasi kajian tematik dan

pengembangan;

125. Menganalisis kebutuhan bimbingan teknis

penganggaran;

L26. Menyiapkan bahan bimbingan teknis

penganggaran; dan

t27. Melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.

d. Analis Anggaran UtamalAhli Utama, meliputi:
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1. Menganalisis arah kebijakan liskal dan prioritas

pembangunan nasional per terrraf bidang;

2. Menyusun rekomendasi tingkat 4 Laporan hasil

analisis arah kebijakan fiskal dan prioritas

pembangunan nasional;

3. MengUji parameter asumsi dasar ekonomi makro

hasil exercise;

4. Menyusun rekomendasi tingkat 4 hasil pengujian

parameter asumsi dasar ekonomi makro;

5. Menyusun proyeksi perhitungan (exercisel

RAPBN;

6. Menguji parameter perhitungan RAPBN hasil

exercise;

7. Menyusun rekomendasi tingkat 4 hasll pengUjian

parameter proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN

dan usulan kebijakan;

8. Menyusun rekomendasi tingkat 4 hasil pengujian

parameter pen5rusunan postur RAPBN;

g. Mengkaji dampak kebdakan fiskal dan ekonomi

makro terhadap APBN berdasarkan

perkembangan realisasi APBN;

10. Menyusun rekomendasi pen)rusunan RAPBN-P

berdasarkan hasil kajian dampak kebijakan

fiskal dan ekonomi makro terhadap APBN;

1 1. Menyusun rekomendasi tingkat 4 atas hasil

pengujian data, bahan, dan parameter

penyusunan KEM & PPKF;

12. Menyusun rekomendasi tingkat 4 Laporan hasil

analisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal

dan kesesuaian dengan angka dalam

RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis

Pemerintah;

13. Menguji Model Perencanaan APBN/Model Fiskal/

Model Dampak APBN;
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L4. Menyiapkan proposal pengembangan Model

Perencanaan APBN/ Model Fiskal/Model Dampak

APBN;

15. Menyiapkan policg paper di bidang asumsi

makro/ pendapatan negara/ belanja negataf

pembiayaan anggaran;

16. Menganalisis bahan penyusunan RAPBN/

RAPBN.P;

L7. Melaksanakan analisis tindak lanjut hasil

monitoring dan evaluasi;

18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan

strategis di bidang Penganggaran;

19. Menyusun rekomendasi terkait kebijakan

pengelolaan PNBP;

20. Menyusun rekomendasi terkait kebijakan

dispensasi pengelolaan PNBP;

21. Menyusun rekomendasi usulan target dan pagu

Penggunaan PNBP secara nasional;

22. Menyusun rekomendasi perkiraan realisasi dan

perkiraan realisasi PNBP (Orttlookl;

23. Menyusun rekomendasi penyelesaian kewajiban

pemerintah sektor migas, panas bumi, dan

subsidi;

24. Menyusun rekomendasi terkait pemindahbukuan

PNBP sektor migas dan Panas bumi;

25. Menganalisis data terkait kajian tematik dan

pengembangan;

26. Menyusun rekoraendasi kajian tematik dan

pengembangan;

27. Menyusun bahan diseminasi kajian tematik dan

pengembangan;

28. Mengemalisis kebutuhan bimbingan teknis

penganggaran; dan
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29. Menyiapkan bahan bimbingan teknis

penganggaran; dan

30. Melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.

(21 Analis Anggaran yang melaksanakan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai

angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(3) Analis Anggaran yang melaksanakan kegiatan

pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan Analis Anggaran sesuai jenjang

ja.batan, sebagai berikut:

a. Analis Anggaran Pertamal Ahli Pertama, meliputi:

1. Daftar inventarisasi data dan bahan penyusunan

arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan

nasional;

2. Rekomendasi tingkat 1 arah kebijakan fiskal dan

prioritas pembangunan nasional;

3. Daftar in'yentarisasi data dan bahan parameter

penyusunan asumsi dasar ekonomi makro;

4. Rekomendasi tingkat 1 asumsi dasar ekonomi makro;

5. Daftar inventarisasi data, bahan dan parameter

penyusunan usulan kebijakan dan proyeksi

perhitungan (exercise) RAPBN;

6. Rekomendasi tingkat I usulan kebijakan dan proyeksi

pertritungan (exercise) RAPBN;
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7. Rekomendasi tingkat 1 Postur RAPBN dalam bentuk /-

account;

8. Daftar inventarisasi data dan bahan telaahan

kebijakan fiskal dan ekonomi makro;

g. Daftar inventarisasi kebutuhan data, bahan, dan

parameter penyusunan KEI\tl & PPKF;

10. Rekomendasi tingkat 1 sumbangan bahan

penlmsunan KEM & PPKF;

I 1. Daftar inventarisasi materi RUU APBN/APBN-P;

L2. Rekomendasi tingkat 1 materi pengaturan dalam RUU

APBN/APBN-P;

13. Daftar inventarisasi kebutuhan bahan dan data

penyusunan model Perencanaan APBN/Model Fiskal/

Model Dampak APBN;

14. Daftar inventarisasi kebutuhan bahan dan data

penyusunan policy paper di bidang asumsi makro/

pendapatan negara/belanja negara/pembiayaan

anggaran;

15. Poticg pqper di bidang asumsi makro/pendapatan

negara/ belanja negar a I pembiayaan anggaran;

16. Daftar inventarisasi kebutuhan Lrahan RAPBN/

RAPBN-P;

17 . Rekc,mendasi bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;

18. Daftar inventarisasi hasil-hasil kesepakatan antara

Pemerintah dan DPR-RI;

19. Dokumen bahan reviu angka dasar danlatau

perkiraan maju Kementerian/ Lembaga;

20. Laporan hasil analisis angka dasar danlatau

perkiraan maju per satker;

21. Laporan hasil analisis angka dasar danlatau

perkiraan maju per program;

22. Dokumen bahan penyusunan arsitektur dan

informasi kinerj a penganggaran;
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23. Gambar rancangan arsitektur dan informasi kinerja

penganggaran;

24. Laporan hasil analisis rancangan arsitektur dan

informasi kinerJa penganggaran program;

25. Dokumen bahan penyusunan Pagu;

26. Laporan hasil analisis Pagu;

27. Dokumen bahan parameter proposal Inisiatif Barr;

28. Dokumen bahan parameter pertemuan tiga pihak;

29. Dokumen bahan Rencana Keda KIL;

30. Dokumen bahan rencana kerja dan anggaran;

31. Dokumen bahan penelaahan rencana kerja dan

anggaran;

32. Dokumen bahan revisi anggaran;

33. Dokumen bahan monitoring dan evaluasi

penganggaran;

34. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

implementasi;

35. Dokumen tabulasi data lapangan;

36. Dokumen bahan pendanaan pekerjaan tahun jamak

37. Dokumen bahan dan parameter standar biaya;

38. Dokumen bahan parameter RBA;

39. Dokumen bahan penghitungan sanksi/ganjaran bagi

KIL;
40. f)ata dan parameter indikasi kebutuhan dana

pengeluaran BUN;

41. Data parameter usulan tambahan anggaran;

42. Laporan hasil analisis materi pengaturan di bidang

pengelolaan belanja KIL dan BUN;

43. Data dan parameter;

44. Daftar Inventaris pokok-pokok bahasan dalam

pembahasan Ijin Pemanfaatan Belanja BUN;

45. Daftar parameter alokasi BUN;

46. Data tanggapan atau tindak lanjut hasil pemeriksaan;

47 . Data terkait potensi, jenis, dan tarif PNBP;
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48. Matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);

49. Data terkait penggunaan sebagian dana PNBP;

50. Matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);

51. Data terkait kebijakan pengelolaan PNBP;

52. data terkait kebijakan dispensasi pengelolaan PNBP

53. Data target dan pagu penggunaan PNBP;

54. Hasil validasi data target dan pagu pengguna€ur PNBP

55. Data revisi target dan pagu penggunaan PNBP;

56. Hasil validasi revisi data target dan pagLr penggunaan

PNBP;

57. Data terkait penerimaan dalam RBA BLU;

58. Hasil validrrsi data terkait penerimaan dalam RBA

BLU;

59. Data PNBP dan kewajiban pemerintah dari PNBP

SDA;

60. Hasil validasi data PNBP dan kewajiban pemerintah

dari PNBP SDA;

6I. Data laporan realisasi dan perkiraan realisasi PNBP

(Ottilookl;

62. Data laporan terkait pelaksanaan peraturan di bidang

PNBP;

63. Data terkait penyelesaian piutang PNBP;

64. Data terkait penyelesaian kewajiban pemerintah;

65. data tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang PNBP

66. Data hasil perhitungan PNBP (self assessmentl;

67. Data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP;

68. Hasil validasi data terkait pelaksanaan pengelolaan

PNBP;

69. Data hasil inventarisasi tagihan kewajiban

pemerintah sektor migas, panas bumi, dan subsidi;

70. Data terkait pemindahbukuan PNBP sektor migas dan

panas bumi;

7I. Kertas kerja pengolahan data kebijakan sistem

penganggaran;
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72. Hasil pengolahan data pelaksanaan Standar Biaya;

73. Hasil kajian usulan Standar Biaya;

74. Hasil pengolahan data pelaksanaan Monitoring dan

evaluasi;

75. Hasil kompilasi data;

76. Hasil pengolahan data (tabulasi/hasil perhitungan/

referensi);

77. Data terkait peraturan penganggaran;

78. Laporan identifikasi permasalahan;

79. Laporan hasil kajian;

80. Laporan hasil diseminasi;

81. Data usulan besaran hak keuanganlremunerasi

82. Laporan ha.sil kajian awal;

83. Kertas kerja hasil assessment;

84. Hasil scoringjabatan;

85. Laporan hasil kajian lanjutan;

86. Rekomendasi besaran;

87. Kerangka permasalahan;

88. Hasil kajian kebijakan remunerasi;

89. Hasil rekomendasi atas kebijakan remunerasi;

90. Daftar masalah tematik penganggaran;

91. Hasil pengumpulan data, bahan, dan referensi kajian

tematik penganggaran;

92. Laporan hasil analisis kajian tematik penganggaran;

93. Rekomendasi hasil telaahan dan kajian tematik

penganggaran;

94. Bahan paparan/pidato Direktur Jenderal Anggaran,

Menteri Keuangan atau Presiden RI tentang tematik

penganggaran;

95. Laporan hasil analisis kebutuhan bimbingan teknis

penganggaran;

96. Bahan bimbingan teknis penganggaran; dan

97. Laporan bimbingan teknis penganggaran.



-38-

b.AnalisAnggaranMuda/AhliMuda,meliputi:

1. Laporan hasil analisis arah kebijaka'n fiskal dan

Prioritas Pembangunan nasional;

2. Rekomendasi tingkat 2 arah kebijakan fiskal dan

Prioritas Pembangunan nasional;

3. Laporan hasil analisis perkembangan asumsi dasar

ekonomi makro;

4. Rekomendasi tingkat 2 asumsi dasar ekonomi makro;

5. Laporan hasil analisis perkembangan APBN;

6. Rekomendasi tingkat 2 usulan kebijakan dan proyeksi

Perhitungan (exercise) RAPBN;

7. Rekomendasi tingkat 2 Postur RAPBN dalam bentuk

I-Account;

8. Rekomendasi laporan realisasi APBN bulanan;

g.HasilujiparameterpenyusunanKEM&PPKF;

10. Rekomendasi tingkat 2 sumbangan bahan

Penyusunan KEM & PPKF;

1 1. Laporan hasil analisis materi pengaturan dalam RUU

APBN/APBN.P;

12. Rekomendasi tingkat 2 materi pengaturan dalam RUU

APBN/APBll-P;

13. Data dan bahan penyusunan model yang teruji secara

statistic;

14. Data dan bahan penyusunan poticy paperyang valid;

15. Policg paper di bidang asumsi makro/pendapatan

negara/ belanj a negar a I pembiayaan anggaran;

16. Hasil kajian data dan bahan penyusunan

RAPBN/RAPBN.P;

t7 . Rekomendasi bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;

18. Laporan hasil analisis, sinkronisasi, dan koreksi

materi dalam Nota Keuangan & RAPBN/RAPBN-P;

19. Rekomendasi Penyusunan Nota Keuangan dan

RAPBN/RAPBN-P final;
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20. Laporan hasil analisis angka dasar du'latau

perkiraan maju Per Program;

2L. Laporan hasil analisis angka dasar danlatau

perkiraan maju Per KIL;

22. Laporan hasil analisis rancangan arsitektur dan

informasi kinerja penganggaran program;

23. Laporan hasil analisis rancangan arsitektur dan

Informasi kinerja penganggaran Bagian Anggaran;

24. Laporan hasil analisis Pagu;

25. Laporan hasil analisis pagu per bagian anggaran;

26. Laporan hasil analisis pagu per sumber dana;

27. Laporan hasil analisis kebutuhan inisiatif baru;

28. Hasil penilaian proposal inisiatif baru;

29. Laporan hasil analisis rancangan Rencana Kerja KIL;

30. Laporan hasil analisis usulan perubahan pagu

Indikatif;

31. Laporan hasil analisis Rencana Kerja per program;

32. Draft RKA satker/RKA BUN;

33. Laporan hasil analisis RKA BUN;

34. Catatan Penelaahan;

35. Laporan hasil analisis kebutuhan revisi anggaran;

36. Usulan revisi anggaran;

37. Catatan Penilaian;

38. Hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi

39. Dokumen bahan monitoring dan evaluasi;

40. Laporan pelaksanaan monitcrring dan evaluasi

konteks;

4L. Laporan hasil analisis monitoring dan evaluasi;

42. Usulan pendanaan pekerjaan tahun jamak;

43. Hasil penilaian usul pendanaan pekerjaan tahun

jamak;

44. Usulan Standar Biaya;

45. Hasil penilaian usulan Standar Biaya;

46. Laporan hasil analisis RBA;
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47. L,aporan Hasil Penelaahan RBA;

48. Laporan Hasil penilaian sanksi/ganjaran bagi K/L;

49. Laporan hasil analisis indikasi kebutuhan dana

pengeluaran BUN Per KPA;

50. Laporan hasil analisis indikasi kebutuhan dana

pengeluaran BUN Per BA;

51. Daftar Perubahan Parameter;

52. Laporan hasil analisis tambahan anggaran;

53. Hasil penrlaian tambahan anggaran;

54. Berita Acara Penelaahan usul tambahan anggal'an;

55. Rekomendasi materi pengaturan di bidang

pengelolaan belanja KIL dan BUN;

56. Laporan Permohonan Pemanfaatan Belanja BUN;

57. Berita acara Penelaahan Ijin Pemanfaatan Belanja

BUN;

58. Laporan hasil analisis parameter alokasi BUN;

59. Usulan jenis dan tarif PNBP;

60. Matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);

61. Laporan hasil analisis jenis dan tarif PNBP;

62. Usulan penggunaan sebagian dana PNBP;

63. Matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);

64. Laporan hasil analisis terkait penggunaan sebagian

dana PNBP;

65. Matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);

66. Usulan dispensasi pengelolaan PNBP;

67. Matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);

68. Usulan target dan pagu penggunaan PNBP;

69. Laporan hasil analisis dampak asumsi makro

terhadap target PNBP;

70. Laporan hasil analisis besaran target dan pagu

penggunaan PNBP Per satker;

7 L. Laporan hasil analisis besaran target dan pagu

penggunaan PNBP Per KIL dan BUN;

72. Usulan revisi target dan pagu penggunaan PNBP;
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73. Laporan hasil analisis besaran revisi target dan pagu

penggunaan PNBP;

Usulan RBA BLU;

Laporan hasil analisis terhadap penerimaan dalam

RBA BLU;

Laporan hasil analisis dampak asumsi makro dan

kewajiban pemerintah sektor SDA terhadap PNBP

76.

SDA;

77. Data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Outlookl;

78. Hasil uji validitas data realisasi dan perkiraan

realisasi PNBP (Atilookl;

79. Laporan hasil analisis dampak asumsi makro

terhadap realisasi dan perkiraan realisasi PNBP

(Outlookl;

80. Matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);

81. Konsep laporan penyelesaian piutang PNBP;

82. Laporan penyelesaian kewajiban pemerintah;

83. Matriks Daftar inventarisasi Masalah (DIM);

84. Laporan perhitungan PNBP (self assessmentl;

85. Matriks Daftar inventarisasi Masalah (DIM);

86. Laporan hasil analisis data terkait pelaksanaan

pengelolaan PNBP;

87. Kertas kerja hasil validasi tagihan kewajiban

pemerintah sektor migas, panas bumi, dan subsidi;

88. Kertas kerja hasil validasi data terkait

pemindahbukuan PNBP sektor migas dan panas

bumi;

89. Laporan hasil analisis kebijakan sistem

penganggaran;

90. Hasil pengolahan data pelaksanaan Standar Biaya;

91. Hasil kajian usulan Standar Biaya;

92. Laporan hasil analisis usulan Standar Biaya;

93. Laporan hasil analisis data;

94. Laporan hasil analisis;
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95. Konsep laporan;

96. Laporan hasil analisis;

97. Laporan rekomendasi awal atas kebijakanlperaturan;

98. Laporan analisis dampak anggaranlfiskal atas usulan

kebijakar. lperaturan;

99. Laporarr identifikasi permasalahan;

100. Laporan hasil kajian;

101. Laporan hasil diseminasi;

lO2. Laporan hasil kajian awal;

103. Kertas kerja hasil assessment;

104. Hasil sconngjabatan;

105. Laporan hasil kajian lanjutan;

106. Rekomendasi besaran;

LO7. Hasil rekomendasi atas kebijakan remunerasi:

108. Daftar masalah;

1O9. Hasil pengumpulan data, bahan, dan referensi;

110. Laporan hasil analisis;

1 1 1. Rekomendasi hasil telaahan dan kajian;

Itz. Bahan paparan/pidato Direktur Jenderal Anggaran,

Menteri Keuangan atau Presiden RI;

113. Laporan hasil analisis kebutuhan;

114. Bahan bimbingan teknis penganggaran; dan

115. Laporan bimbingan teknis penganggaran.

c. Analis Anggaran Madya/Ahli Madya, meliputi:

1. Laporan hasil analisis arah kebijakan fiskal dan

prioritas pembangunan nasional;

2. Rekomendasi tingkat 3 arah kebijakan fiskal dan

prioritas pembangunan nasional;

3. Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro;

4. Hasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi

makro hasil exercise;

5. Rekomendasi tingkat 3 asumsi dasar ekonomi makro

6. Proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN;
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7. Hasil pengujian parameter perhitungan RAPBN hasil

exercise;

8. Rekomendasi tingkat 3 usulan kebijakan dan proyeksi

perhitungan (exercise) RAPBN;

g. Rekomendasi tingkat 3 Postur RAPBN dalam bentuk

I-Account;

10. Rekomendasi laporan realisasi APBN Semester I;

1 1. Rekomendasi prognosis Semester II;

L2. Hasil kajian atas dampak kebijakan fiskal dan

ekonomi makro terhadaP APBN;

13. Rekomendasi penyusunan RAPBN-P;

t4. Hasil uji parameter penyusunan KEM & PPKF;

15. Rekomendasi tingkat 3 sumbangan bahan

penyusunan KEM & PPKF;

16. Laporan hasil analisis materi pengaturan dalam RUU

APBN/APBN-P;

17. Rekomendasi tingkat 3 materi pengaturan dalam RUU

APBN/APBN-P;

18. Data dan bahan penyusunan model yang teruji secara

statistik;

19. Hasil pengujian Model Perencanaan APBN/Model

Fiskal/Model DamPak APBN;

20. Rekomendasi Model Perencanaan APBN/Model

Fiskal/ Model Dampak APBN;

2I. Data dan bahan penyusunan policy paper )'ang valid;

22. Policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan

negara/ belanj a negar a I pembiayaan anggaran;

23. Hasil kajian data dan bahan penyusunan

RAPBN/RAPBN-P;

24. Rekomendasi hahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;

25. Laporan hasil analisis angka dasar danlatau

perkiraan maju per KIL;

26. Laporan hasil analisis angka dasar dartlatau

perkiraan maju lintas K/ L;
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27. Rekomendasi angka dasar danlatau perkiraan maju;

28. Laporan hasil analisis rancangan arsitektur dan

Informasi kinerja penganggaran Bagian Anggaran;

29. Laporan hasil analisi.s rancangan arsitektur dan

Informasi kinerja penganggaran lintas Bagian

Anggaran;

30. Rekomendasi arsitektur dan informasi kinerja

penganggaran;

31. Laporan hasil analisis pagu per bagian anggaran;

32. Laporan hasil analisis pagu per sumber dana;

33. Laporan hasil analisis pagu lintas bagian angaran;

34. Laporan hasil analisis pagu berdasarkan postur

(belanja dan pembiaYaan);

35. Draft pagu;

36. Draft proposal;

37 . Rekomendasi kelayakan proposal inisiatif baru;

38. Rekomendasi penyempurnaan pagu indikatif;

39. Konsep dokumen kesepakatan pertemuan tiga pihak;

40. Laporan hasil analisis Rencana Kerja KIL;

41. Draft Rencana Kerja KIL;

42. Draft rencana kerja dan anggaran;

49, Laporan hasil analisis rencana kerja anggaran dan

pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;

44. Rekomendasi rencana kerja anggaran dan

pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;

45. Catatan Penilaian;

46. Laporan hasil analisis usulan revisi anggaran;

47. Rekomendasi revisi anggaran;

48. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

manfaat;

49. Rekomendasi monitoring dan evaluasi;

50. Hasil penilaian usul pendanaan pekerjaan tahun

jamak;
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51 . Laporan hasil analisis pendanaan pekerjaan taLrun

jamak;

52. Rekomendasi persetujuan pendanaan pekerjaan

tahun jamak;

53. Hasil penilaian usulan standar biaya;

54. Laporan hasit analisis kelayakan usulan standar

biaya;

55. Rekomendasi standar biaya;

56. Draft Rencana Bisnis Anggaran;

57. Laporan Hasil Penilaian Rencana Bisnis Anggaran;

58. Draft Rencana Bisnis Anggaran definitif;

59. Hasil penilaian;

60. Laporan hasil analisis sanksi/ganjaran bagi KIL;

61. Rekomendasi pemberian sanksi/ganjaran bagi KIL;

62. Usulan indikasi kebutuhan BUN;

63. Laporan hasil analisis indikasi kebutuhan dana

pengeluaran BUN per Bagian Anggaran;

64. Laporan hasil analisis indikasi kebutuhan dana

pengeluaran BUN seluruh BA;

65. Rekomendasi indikasi kebutuhan dana pengeluaran

BUN;

66. Laporan hasil analisis penyesuaian indikasi

kebutuhan dana pengeluararL BUN;

67. Draft usulan tambahan anggaran KPA;

68. Draft usulan tambahan anggaran PPA;

69. Data inventaris materi pengaturan di bidang

pengelolaan belanja KIL dan BUN;

70. Daftar kegiatan;

71. Laporan hasil analisis;

72. Rekomendasi pemanfaatan belanja BUN;

73. Rekomendasi parameter;

74. Laporan hasil analisis tanggapan atau tindak lanjut

hasil pemeriksaan;
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75. Rekomendasi tanggapan atau tindak lanjut hasil

pemeriksaan;

76. Laporan hasil analisis jenis dan tarif PNBP;

77 . Rekomendasi jenis dan tarif atas Jenis PNBP;

78. Laporan hasil analisis terkait penggunaan sebagian

dana PNBP;

79. Rekomendasi terkait penggunaan sebagian dana

PNBP;

80. Laporan hasil analisis dan hasil penilaian dampak

kebijakan PNBP;

81. Konsep naskah akademik;

82. Laporan hasil analisis dampak kebijakan dispensasi

pengelolaan PNBP;

83. Laporan hasil analisis besaran target dan pagu

penggunaan PNBP per K/ L dan BUN secara nasional;

84. Laporan hasil analisis besaran revisi target dan pagu

penggunaan PNBP;

85. Rekomendasi usulan revisi target dan pagu

penggunaan PNBP;

86. Rekomendasi hasil @ssesment penerimaan dalam RBA

BLU;

87. Laporan hasil analisis besaran PNBP SDA;

88. Rekomendasi perhitungan PNBP SDA;

89. Laporan hasil analisis data realisasi dan perkiraan

realisasi PNBP (Artlook);

90. Rekomendasi dan analisis terkait monitoring dan

evaluasi atas pelaksanaan peraturan di bidang PNBP;

91. Laporan hasil analisis piutang PNBP;

92. Rekomendasi piutang yang masih outstanding;

93. Laporan hasil analisis penyelesaian kewajiban

pemerintah yang masih outstanding;

94. Rekomendasi penyelesaian kewajiban pemerintah

yang masih outstanding ;
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95. Rekomendasi Laporan hasil analisis Pemeriksaan di

bidang PNBP;

96. Konsep laporan tindak lanjut pemeriksaan di bidang

PNBP;

97. Rekomenclasi verifikasi danlatau pemeriksaan atas

perhitungan PNBP (self assess mentl;

98. Rekomendasi atas laporan hasil analisis data terkait

pelaksanaan Pengelolaan PNBP;

99. Laporan hasil analisis tagihan kewajiban pemerintah

sektor Migas, panas bumi, dan subsidi;

1OO. Laporan hasil analisis data terkait pemindahbukuan

PNBP sektor migas dan Panas bumi;

10 1. Daftar inventaris datalmasalah kebijakan sistem

penganggaran;

LOz. Laporan hasil analisis kebijakan sistem

penganggaran;

103. Rekomendasi kebijakan sistem penganggaran;

104. Daftar inventarisasi datalmasalah pelaksanaan

Standar Biaya;

105. Rekomendasi Standar BiaYa;

106. Daftar inventarisasi datalmasalah pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi;

lO7. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi;

108. Daftar inventarisasi data I masalah;

109. Rekomendasi;

110. Rekomendasi atas kebijakanlperaturan

penganggaran;

1 1 1. Laporan identifikasi permasalahan;

L12. Laporan hasil kajian;

113. Laporan hasil diseminasi;

II4. Laporan hasil kajian awal;

115. Kertas kerja hasil assessment;

1 16. Hasil scoring jabatan;

tI7. Laporan hasil kajian lanjutan;
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1 18. Rekomendasi besaran;

119. Hasil rekomendasi atas kebijakan remunerasi;

l2O. Daftar masalah;

l2L.Hasil pengumpulan data, bahan, dan referensi;

L22. Laporan hasil analisis;

I23. Rekomendasi hasil telaahan dan kajian;

124. Bahan paparan/pidato Direktur Jenderal Anggaran,

Menteri Keuangan atau Presiden RI;

L25. Laporan hasil analisis kebutuhan;

L26.Bahan bimbingan teknis penganggaran; dan

127. Laporan bimbingan teknis penganggaran'

d. Analis Anggaran Utama/Ahli utama, meliputi:

1. Laporan hasil analisis arah kebijakan liskal dan

prioritas Pembangunan nasional;

2. Rekomendasi tingkat 4 arah kebijakan liskal dan

prioritas Pembangunan nasional;

3. Hasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi

makro hasil exercise;

4. Rekomendasi tingkat 4 asumsi dasar ekonomi makro

5. Proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN;

6. Hasil pengujian parameter perhitungan RAPBN hasil

exercise;

7, Rekomendasi tingkat 4 usulan kebijakan dan proyeksi

perhitungan (exercise) RAPBN;

8. Rekomendasi tingkat 4 Postur RAPBN daiam bentuk

I-Account;

g. Hasil kajian atas dampak kebijakan fiskal dan

ekonomi makro terhadaP APBN;

10. Rekomendasi penyusunan RAPBN-P;

I 1. Rekomendasi tingkat 4 sumbangan bahan

penyusunan KEM & PPKF;

12. Rekomendasi tingkat 4 materi pengaturan dalam RUU

APBN/APBN.P;
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13. Hasil pengujian Model Perencanaan APBN/Model

Fiskal/ Model Dampak APBN;

L4. Rekomendasi Model Perencanaan APBN/Model

Fiskal/ Model Dampak APBN;

15. Policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan

negara/ belanja negar a I pembiayaan anggaran;

16. Rekomendasi bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;

17. Rekomendasi tindak lanjut;

18. Laporan monitoring dan evaluasi kebijakan strategis

di bidang penganggaran;

19. Rekomendasi kebijakan pengelolaan PNBP;

20. Rekomendasi kebijakan dispensasi pengelolaan PNBP

21. Rekomendasi usulan target penerimaan dan pagu

penggunaan PNBP secara nasional;

22. Rekomendasi perkiraan realisasi dan perkiraan

realisasi PNBP (Outlookl;

23. Rekomendasi penyelesaian kewajiban perintah sektor

Migas, panas bumi, dan subsidi;

24. Rekomendasi terkait pemindahbukuan PNBP sektor

migas dan panas bumi;

25. Laporan hasil analisis;

26. Rekomendasi hasil telaahan dan kajian;

27. Bahan paparan/pidato Direktur Jenderal Anggaran,

Menteri Keuangan atau Presiden RI;

28. Laporan hasil analisis kebutuhan;

29. Bahan bimbingan teknis penganggaran; dan

30. Laporan bimbingan teknis penganggaran.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Anggaran

yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka

Analis r\nggaran yang berada satu tingkat di atas atau satu
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tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan

kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari

pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai beril<ut:

a. Analis Anggaran yang melaksanakan tugas Analis

Anggaran yang berada satu tingkat di atas jenjang

jabatan ny&, angka kredit yang diperoleh ditetapkan

sebesar SO% (delapan puluh persen) dari angka kredit

setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

b. Analis Anggaran yang melaksanakan tugas Analis

Anggaran yang berada satu tinglcat di bawah jenjang

jabatantry&, angka kredit yang diperoleh ditetapkan

sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari

setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal I I

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan

Fungsional Analis Anggaran yaitu pejabat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis

Anggaran dilakukan melalui pengangkatan:

a. pertama;

b. perpindahan dari jabatan lain;dan

c. penyesuaian/Inpassing.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Anggaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus rnemenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berrjazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV)

di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, dan

kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan cleh

Instansi Pembina;

e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang

penganggaran;

f. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan

oleh Instansi Pembina; dan

g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam I (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi

kebutuhan dari Calon PNS.

(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (21 setelah

diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus

mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
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penganggaran dalam pengelolaan APBN serta lulus uji

kompetensi.

(4) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di

bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN serta

lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) paling lama I (satu) tahun harus diangkat dalam

Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

Bagian Ketiga

PerPindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Anggaran melalui perpindahan dari jabatan lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat

dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

b. memiliki pengalaman di bidang penganggaran dalam

pengelolaan APBN paling singkat 2 (dua) tahun;

c. berusia paling tinggi:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan

Fungsional Analis Anggaran Pertama/Ahli

Pertama dan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda;

dan

2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan

Fungsional Analis Anggaran Madya/Ahli Madya

dan Analis Anggaran Utama/Ahli Utama.

d. Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harrs

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat

(21

(3)



(1)

-53-

yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan

sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh

pejabat yang menetapkan angka kredit.

(4) Jumlah angka kreclit sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian I Inpassing

Pasal 15

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Anggaran melalui penyesuaianlinpassing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV

(DIV);

e. memiliki pengalerman di bidang penganggaran dalam

pengelolaan APBN paling kurang 2 (dua) tahun;

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir; dan

g. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Anggaran sebagairrana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan

Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih

melaksanakan tugas di bidang penganggaran dalam

(21

(3)
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pengelolaan APBN berdasarkan keputusan Pejabat

Pembina Kepegawaian.

Angka kredit kumulatif untuk penyesuaiarr/ inpassing

dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V, hanya berlaku sekali selama masa

p erlyesuaian / inp assing .

BAB VII

KOMPETENSI

Pasal 16

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis

Anggaran harus memenuhi standar kompetensi sesuai

dengan j enj ang j abatan.

Kompetensi Analis Anggaran, meliputi:

a. Kompetensi Teknis;

b. Kompetensi Manajerial; dan

c. Kompetensi Sosial-Kultural.

Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan

pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayert (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 17

Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional

Analis Anggaran wajib dilantik dan diambil sumpahl

janji menurut agama atau kepercayaannya kepada TUhan

Yang Maha Esa.

(s)

(1)

(2)

(3)

(1)
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(21 sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

(1) Pada awal tahun, setiap Analis Anggaran wajib

men)rusun sasaran Kerja Pegawai (sKP) yang akan

dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

(21 SKP Analis Anggaran disusun berdasarkan penetapan

kinerja unit kerja yang bersangkutan'

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari

kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit

dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan

syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan'

(4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan

langsung.

Pasal 19

(1) penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Anggaran

bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang

didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.

(21 perrilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Anggaran

dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat

individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan

memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang

dicapai, serta Perilaku PNS.

(3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Anggaran

dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,

partisipatif, dan transParan.

(4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
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atasan langsung berdasarkan pertimbangan Tim Penilai

Kinerja Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

Pasal 20

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap

tahun.

(?) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai

salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan

jabatan.

(3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 merupakan penjumlahan

pencapaian angka kredit pada setiap tahun'

Pasal 2 1

Jrrmlah angkar kreclit kumulatif paling kurang yang harts

dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan

kenaikan jabatan dan/atau pangkat Analis Anggaran,

untuk:

a. Analis Anggaran dengan pendidikan sarjana (s 1)/

Diploma IV (DIV) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b. Analis Anggaran dengan pendidikan Magister (S2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

c. Analis Anggaran dengan pendidikan Doktor (S3)

seba.gaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Jumlah arrgka kredit kumulatif yang harus dicapai Analis

Anggaran, yaitu:

(1)

(21
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paling sedikit 8oo/o (delapan puluh persen) angka

kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub

unsur pendidikan formal; dan

b. paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen) angka kredit

berasal dari unsur penunjang.

Pasal 22

(U Analis Anggaran Muda/Ahli Muda yang akan naik
jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Anggaran

IUadya/Ahli Madya, angka kredit yang disyaratkan

sebanyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan

profesi.

(21 Analis Anggaran Madya/Ahli Madya yang akan naik

jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Anggaran

Utama-/Ahli Utama, angka kredit yang disyaratkan

sebanyak L2 (dua belas) berasal dari sub unsur

pengernbangan profesi.

Pasal 23

Analis Anggaran yang memiliki angka kredit melebihi

angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan

danlatau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka

kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan

jabatan dan latau pangkat berikutnya.

Analis Anggaran yang pada tahun pertama telah

memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan

untuk kenaikan jabatan danlatau pangkat dalam masa

pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan

setenrsnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 2oo/o

(dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dxrlatau
pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan

analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan

APBN.

(1)

(2)
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Pasal 24

Analis Anggaran Utama/Ahli Utama yang menduduki pangkat

tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki

pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh

lima) angka kredit dari kegiatan analisis di bidang

penganggaran dalam pengelolaan APBN dan pengembangan

profesi.

Pasal 25

Analis Anggaran yang secara bersama-sama membuat

Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penganggaran dalam

pengelolaan APBN, diberikan angka kredit dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka

pembagian angka kredit yaitu 6o0/o (enam puluh

persen) bagi penulis utama dan 4Oo/o (empat puluh

persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka

pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh

persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25%

(dua puluh lima persen) bagipenulis pembantu; dan

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka

pembagian angka kredit yaitu 4Oo/o (empat puluh

persen) bagi penulis utama dan masing-masin g 2Oo/o

(dua puluh persen) bagi penulis pembantu.

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGIG KREDIT

Pasal 26

Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
pejabat fungsional Analis Anggaran mendokumentasikan

(2)

(1)
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hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang

ditetapkan se.r-iaP tahunnYa.

(Zl Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,

setiap pejabat fungsional Analis Anggaran wajib

mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatarr yang

dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan

Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

(3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memuat

kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap

tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.

(4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai

bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja pejabat

fungsional Analis Anggaran.

BAB XI

PE.IABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT'

PF^]ABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 27

Usul penetapan angka kredit Analis Anggaran diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian pada unit yang membidangi penganggaran

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

penganggaran untuk angka kredit bagi Analis Anggaran

Madya/Ahli Madya dan Analis Anggaran Utama/Ahli

Utama di lingkungan Kementerian Keuangan dan

Instansi Rrsat di luar Kementerian Keuangan.

b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi
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Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analis

Anggaran Muda/Ahli Muda di lingkungan Kementerian

Keuangan.

Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi

Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analis

Anggaran Muda/Ahli Muda di lingkungan Instansi hrsat

di luar Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Benvenang Menetapkan Angka lftedit

Pasal 28

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

penganggaran untuk angka kredit bagi Analis Anggaran

Madya/Ahli Madya dan Analis Anggaran Utama/Ahli

Utama di lingkungan Kementerian Keuangan dan

Instansi hrsat di luar Kementerian Keuangan.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangt

penganggaran untuk angka kredit bagi Analis Anggaran

Pertama/Ahli Pertama dan Analis Anggaran Muda/Ahli

Muda di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

penganggaran untuk angka kredit bagi Analis Anggaran

Pertama/Ahli Pertama dan Analis Anggaran Muda/Ahli

Muda di lingkungan Instansi h-rsat di luar Kementerian

Keuangan.

(1)

(21

(3)
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Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 29

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 dibantu oleh:

a. Tim Penilai Kinerja Pr..rsat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya yang membidangi pengan ggararr untuk angka

kredit bagi Analis Anggaran Madya/Ahli Madya dan

Analis Anggaran Utama/Ahli Utama di lingkungan

Kementerian Keuangan dan Instansi h-rsat di luar

K.ementerian Keuangan ;

b. Tim Penilai Kinerja Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang membidangi penganggaran untuk

angka kredit bagi Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama

dan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda di lingkungan

Kementerian Keuangan ; dan

c. Tim Penilai Kinerja Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang membidangi penganggaran untuk angka

kredit bagi Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan

Analis Anggaran Mud al Ahli Muda di lingkungan Instansi

hrsat di luar Kementerian Keuangan.

Pasal 30

Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Anggaran

terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang

membidangi penganggaran, unsur kepegawaian, dan

pejabat fungsional Analis Anggaran.

Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Jabatan

Fungsional Analis Anggaran sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggou.

(1)

(2)
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Ketua Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis

Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hunrf a,

paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau

pejabat fu.ngsional Analis Anggaran Madya/Ahli Madya.

Sekretaris Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis

Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b,

harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi

masing-masing.

Anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis

Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c,

paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis

Anggaran.

Syamt untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja

Jabatan Fungsional Analis Anggaran, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama

dengan jabatan/pangkat Analis Anggaran yang

dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai

kinerja pejabat fungsional Analis Anggaran; dan

c. aktif melakukan penilaian.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan

Fungsional Analis Anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari pejabat fungsional

Analis Anggaran, maka anggota Tim Penilai Kinerja

Jabatan Fungsional Analis Anggaran dapat diangkat dari

PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja

Analis Anggaran.

(8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang rnembidangi

penganggaran pada Kementerian Keuangan untuk

Tim Penilai hrsat;

(4)

(s)

(6)

(7)
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Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

penganggaran pada Kementerian

Tim Penilai Unit Kerja;dan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

penganggaran pada Instansi

Kementerian Keuangan untuk Tim

yang membidangi

Keuangan untuk

yang membidangi

hrsat di luar

Penilai Instansi.

c.

Pasal 31

Tata kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis

Anggaran dan tata cara penilaian angka krec{it Analis

Anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 32

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat pejabat

fungsional Analis Anggaran dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan nlemperhatikan ketersediaan

kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 33

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan pejabat

fungsional Analis Anggaran dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan

kebutuhan jabatan.

selain memenuhi syarat kinerja, pejabat fungsional

Analis Anggaran yang akan dinaikkan jabatannya

setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi.

BAB XIII

PELATIHAN

Pasal 34

(l) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme

pejabat fungsional Analis Anggaran diikutsertakan

pelatihan.

(2) Pelatihan yang diberikan bagi pejabat fungsional Analis

Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan

dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan
Fungsional Analis Anggaran.

(3) Pelatihan yang diberikan kepada pejabat fungsional

Analis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

antara lain dalam bentuk:

a. pelatihan fungsional; dan

b. pelatihan teknis.

(41 selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pejabat fungsional Analis Anggaran dapat
mengembangkan kompetensi melalui program
pengembangan kompetensi lainnya

(5) Program Pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:

a. maintain rating;

b. seminar;

c. lokakarya (workshop); atau
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d. konferensi.

Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan fungsional Analis Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan

Instansi Pembina.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAIVI

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

Pasal 35

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Analis Anggaran dihitung berdasarkan beban kerja yang

ditentukan dari indikator antara lain:

a. jumlah pagu, program, dan satuan kerja;

b. komposisi postur APBN; dan

c. jumlah perubahan kebijakan penganggaran.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Analis Anggaran diatur lebih lanjut oleh Menteri

Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah

mendapat persetujuan dari Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 36

(1) Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama sampai dengan

Analis Anggaran Utama/Ahli Utama diberhentikan dari
jabatannya apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai pNS;

(1)

(21
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b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

c. rnenjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan

Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas' atau jabatan

fungsional lainnya; atau

e. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Analis Anggaran yang diberhentikan karena alasan

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,

dan huruf d, dapat diangkat kembali sesuai dengan

jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan

Analis Anggaran.

Analis Anggaran yang diberhentikan karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat

kembali dalam jabatan Analis Anggaran setelah selesai

nrenjalani tugas belajar.

Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan

Fungsional Analis Anggaran paling tinggi berusia:

a. 50 (lima putuh) tahun bagi Analis Anggaran

Pertama/Ahli Pertama dan Analis Anggaran Muda/

Ahli Muda; dan

b. 56 (lima puluh enam) tahun bagi Analis Anggaran

Madya/Ahli Madya dan Analis Anggaran Utama/Ahli

Utama.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 37

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Anggaran adalah

Kementerian Keuangan.

(3)

(4)
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Pasal 38

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional Analis Anggaran yang bertanggLlng jawab

untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas jabatan.

(21 Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

a. men)rusun pedoman kebutuhan Jabatan F\rngsional

Analis Anggaran;

b. menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis

Anggaran;

c. menyusun standar kompetensi Jabatan F\rngsional

Analis Anggaran;

d. men)rusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis

Anggaran;

e. menJrusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman

penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional

Analis Anggaran;

f. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya

ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan

Fungsional Analis Anggaran;

g. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di

bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Anggaran;

h. menJrusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional

Analis Anggaran;

i. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional

Analis Anggaran;

j. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada

lembaga pelatihan;

k. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan

Fungsional Analis Anggaran;

l. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis

Anggaran;

m. mengembangkan sistem informasi Jabatan

Fungsional Analis Anggaran;
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n. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan

Fungsional Analis Anggaran;

o. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi

Jabatan Fungsional Analis Anggaran;

p. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik

profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis

Anggaran;

q. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan

mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan

oleh Lembaga Aclministrasi Negara; dan

r. melakukan pemantauan dan evaluasi penerap€ul

Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurrf a,

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf

l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf r, menyampaikan

hasil pelaksanaan pembinaan .Iabatan Fungsional Analis

Anggaran secara berkala sesuai dengan perkembangan

pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan

tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf p, dan

huruf q kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan

kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf k dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah

pengguna Jabatan Fungsional Analis Anggaran setelah

mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji
kompetensi Jabatan Fungsional Analis Anggaran

(4)

(s)

(6)
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sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf k, diatur oleh

Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 39

Jabatan Fungsional Analis Anggaran wajib memiliki 1

(satu) organisasi profesi dalam jangka waktu paling lama

5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Jabatan

Fungsional Analis Anggaran.

Analis Anggaran wajib menjadi anggota organisasi profesi

Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

Pembentukan organisasi profesi .Iabatan Fungsional

Analis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

difasilitasi oleh Instansi Pembina.

Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Anggaran

setragaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun

kode etik dan kode perilaku profesi.

Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Anggaran

mempunyai tugas:

a. men5rusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Kode etik dan l<ode perilaku profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan

oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis

Anggaran setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan

Instansi Pembina.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Analis Anggaran dan hubungan kerja Instansi pembina

dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(71
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Anggaran diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan

Instansi Pembina.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,

pe.iabat fungsional Analis Anggaran dapat dipindahkan ke

dalanr jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4 1

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran

berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan

sebelum ditetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan

Fungsional Analis Anggaran.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan

Fuagsional Analis Anggaran diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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LAMPIRA,N I
PERATUMN MEMERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1I TAHUN 2016
TEI{TA}.IG JABATAN FUNGSIoNAL ANALTS ANGGART{,N

RrIfcIAIt KEGIATU| rrJGAs IIAIATAJ{ UI{TUK JADATIJT FIrIfosIor{aL AI{AIIS AtrcctRAtr

f,o T'IISUR s[rB ursuR
TUGAS JABATAI| BUTIR I(EGIATAIT TU(iA's JABATAT HASIL I(ER^'A AXGI(A

KRTDIT

6

PELAITSAIA TUGAS

7
1 2 3 4 .5
I. PENDIDII(AN A Pendidikan sekolah dan

memperoleh ij azah I gelar
lrur"nrg,6-ti P"tt

ljazah 200 Semua ienians
ljazah 150 Semua Jeniang

3. Sarjana/Diploma IV ljazah 100 Semua Jenisrs
B Pendidikan dan pelatihan

fungsional/ teknis Jabatan
Fung;ional Analis Anggarari
serta memDeroleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau
Sertifikat

M engikuti pe ndidikan dan pelatihan fungsional 7 tetni s .laUatan
Fungsional Analis Anggaran da' memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Ser tifikat

1 lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat 15 SemuaJenians
2. lamanya antara 641-96O jam Sertilikat 9 Semua Jenjang
3. lamanya antara 48 1-64O jam Sertifikat 6 Semua Jenranc
4. lamanya antara f61-48O jam Sertifrkat 3 Semua Jenianc
5. lamanya antara 81-l6O jam Sertifikat 2 Semua Jenians
6. lamanya antara 31-80 jam Sertifftat 1 Semua Jenians
7. lamanya kurang dari 30 jam Sertifrkat 0,5 Semua Jenjang

C Pendidikan dan pelatihan
Prq;abatan

Mengituti pendidikan dan pelatihan prqiabatan
Pendidikan dan pelatihan Prqjabatan tingkat III Sertifikat 2 SemuaJeniarteII ANALISIS DI BIDANG

PENGANGGARAN DALAM
PENGELOI.AAN APBN

Analisis penganggaran dalam
pengelolaan APBN

1 Menginventarisasi data dan klasifikasi arah kebiiakan l-*kat d"rt
prioritas pembangunan nasional per tema/ bidang

Daftar inventarisasi data dan batran penJrusunan
arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan
nasional

o,05 Pertama/Ahli Pertama.

2 Men5rusun rekomendasi tingkat t hasil analisis aratr kebijakan
fiskal dan prioritas pembangunan nasional

Rekomendasi tingkat I arah kebijalcan fiskal dan
prioritas pembangunan nasional

o,05 Pertama/Ahli Pert'na

3 Menginventarisasi data, bahan, dan parameter pen5rusunan
asumsi dasar ekonomi makro

Daftar inventarisasi data dan bahan parameter
penJrusunan asumsi dasar ekonomi makro

o,03 Pertama/Ahli Pertarna

4 Men5rusun rekomendasi tingkat t hasil pengujian parameter
asumsi dasar ekonorni mai.<ro

Rekomendasi tingkat I asumsi dasar ekonomi
makro

o,o5 Pertama/Ahli Pertana

5 Menginventarisasi data, batran dan parameter penJrusunan
usulan kebijakan dan proyeksi perhitungan (exercise) RApBN

Daftar inventarisasi data, batran dan parameter
penJrusunan usulan kebijakan dan proyeksi
perhitungan (exercise) RAPBN

o,05 Pertama/Ahli Perta'na

6 Men5rusun rekomendasi tingkat t hasil pengujian parameter
proyeksi perhitungan (exercise) RAPtsN dan usulan kebijakan

Rekomendasi tingkat I usulan kebijakan dan
proyeksi pertutungan (exercisel RAPBN

O,04 Pertama/Ahli Pertama

7 Men5rusun rekomendasi tingkat t hasil pengujian parameter
pen5rusunan postur RAPBN

Rekomendasi tingkat I Postur RAPBN dalam bentuk
I-account

o,o4 Pertama/Ahli Pertaraa

8 Menginventarisasi data dan batran telaahan kebijakan fiskal dan
ekonomi makro

Daftar inventarisasi data dan bahan telaahan
kebijakan fiskal dan ekonomi makro

o,04 Pertama/Aili Pertama
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ilo I'ilSUR su8 ursuR
TUGAS JASATAIY BUTIR KEGIATAil TUGAS JABATAIY HASIL KER^'A A.ilGI{A

KREDIT
PICLAI(SAITA TUCAS

I 'a 3 4 5 6 7
9 Mengrnventansasl kebutuhan data, bahan, dan parameter

penJrusunan KEM & PPKF
Daftar inventarisasi kebutuhan data, bahan, dan
parameter pen5rusunan KEM & PPKF

o,04 Pertama/Ahli Pertama

IU MenJrusun reKomenoasl tmgkat I atas hasrl pengujian data,
bahan, dan parameter pen5rusunan KEM & ppKF

Rekomendasi tingkat I sumbangan bahan
penJrusunErn KEM & PPKF

0,04 Pertama/Ahli Pertasra

I i lMengrnvenransasl bafian dan data materi pengaturan dalam
IRUU APBN/APBN-P

L2 lMen5rusun rekomendasi tingkat 1 Laporan hasil analisis
lkelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan
la4gka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijalcan strategis
lPemerintah
I

13 lMetakukan inventarisasi kebutuhan b"hatr d"" d"t"
lpentsusunan Model Perencanaan APBN / Model Fiskal / Model
lDampak APBN

O,04 Pertama/Ahli Pertarna

Rekomendasi tingkat I materi pengaturan dalarn
RUU APBN/APtsN-P

o,o8 Pertama/Ahli Pertama

Daftar inventarisa-ci kebutuhan berlean dan clata
penJrusunan moCel Perencanaan APBN / Model
Fiskal / Model Dampak APtsN

o,09 Pertama/Ahli Pertsna

L+

15

&iengnverrtertaasr kebutuhan bahan dan data penJrusunan
policy paper di bidang asumsi makro / pendapatan negara /
belanja negara / pembiayaan anggaran

Daftar inventarisasi kebrrtuhan bahan dart data
penJrusunan policy paper di bidang asumsi makro I
pendapatan negara / belarrja negara / pembiayaan
anSgafan

o,L2 Pertama/Ahli Pertama

Iuen1napkan poucy paper dr brdang asumsi makro / pendapatan
negara / belanja negara / pembiayaan anggaran

Policy paper di bidang asumsi makro / pendapatan
negara / belanja negara / pembiayaan anggaran

o,o9 Pertama/Ahli Pertama

IO

i
rvr engrnventan sasl Ke bu tuhan b ahan p e nJru su nan
RAPBN/RAPBN-P

M enganalisis batran penJru sun an RAPB N / RA pB N - p

Daftar inventarisasi kebutuhan bahan
RAPBN/RAPtsN-P

o,08 Pertama/Ahli Pertama

Rekomendasi bahan penJrusunan RAPBN/RAPBN-P o,og Pertama/Ahli Pertama
It' Ivr engrnvenrarlsasl h asrl- hasu ke sepakatan ant ara pe merin t ah

dan DPR-RI
Daftar inventari sasi hasil - hasil ke sepal<atan antara
Pemerintah darr DPR-RI

O,O6 Pertama/Ahli Pert*ma

19

20

i
22

23

24

25

Mengidentifftasi dan menginventarisasi data bahan r"rt" 
"trgk"dasar dan/atau perkiraan m4iu

Dokumen batran reviu angka dasar dan/atau
perkiraan maju Kementerian/ Lembaga

o,o7 Pertama/Ahli Pertama

Menganahsrs angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan
dasar per satker

Laporan hasil analisis angka dasar dan/atau
perkiraan mqiu per satker

O,06 Pertama/Ahli Pert'na.

Menganalrsrs angka dasar dam,/atau perkiraan maju kebutuhan
dasar per program

Laporan hasil analisis angka dasar dan/atau
perkiraan mqju per program

0,1 Pertama/Ahli Pertama

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait arsitektur
dan lnformasi kine{a penganggaran

Dokumen bahan penJrusunan arsitektur dan
informasi kinerja penganggaran

o,o7 Pertama/Ahli Pertama

Merancang arsitektur dan informasi kineq'a penganggaran Gambar rancangan arsitektur dan informasi kinerja
penganggaran

o,o5 Pertama/Ahli P€f,tana

Menganalisis hasil rEurcangan arsitektur dan informasi kine4'a
penganggafan Per program

Laporan hasil analieis rancangan arsitektur dan
informasi kinerja penganggaran program

O,O9 Pertama/Ahli Pertana

Mengidentilikasi dan menginventarisasi data terkait
PenJrusunan Pagu

Dokumen bahan pen)rusunan pagu o,o9 Pertama/Ahli Pertn"''

26 M Laporan hasil analisis pagu o,1 Pertama/Ahli Pert'-a
27 Mengrclenttlrkasr dan menginventarisasi data dan parameter

tnisiatif Baru
Dokumen batran pararneter proposal tnisiitif garu o,o7 Pertama/Ahli Pertar"a
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I

2a M engidentifi kasi dan menginventarisasi data dan parameter
konsolidasi dan penajarnan pendanaan kegiatan prioritas
nasional (pertemuan tiga pihak)

Dokumen batran parameter pertemuarr tiga pihak o,o7 Pertama/Ahti Pertarna

29 Mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan parameter
pen)rusunanr rencana kerja K/L

Dokumen bahan Rencana KerJaKlL 0,04 Pertama/Ahli Pertarna

30 Menyiapkan dan mengidentifikasi bahan dan parameter rencana
kerja dan anggaran

Dokumen batran rencana kerja darr anggaran o,04 Pertama/Ahli Psftnrns

31 Menyiapkan dan mengidentihkasi data dan pararneter
penelaatran rencana kerja dan anggaran

Dokumen bahan penelaatran ren.ana kerja dan
anggaran

o,o7 Pertama/itrli Pertama

32 Menyiapkan dan mengidentifikasi bahan dan parameter revisi
anSgafan

Dokumen bahan revisi anggaran o,o5 Pertama/Ahli Pertasa

33 Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penganggaran Dokumen batran monitoring dan erraluasr

Perganggaran

o,O5 Pertama/Ahli Pertama

34 Melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek implementasi Laporan pelalssanaan monitoring dan eraluasi
implementasi

o,o7 PertamaiAtrli Pertama

35 Mengumpulkan dan mentabulasi data lapangan dalam kegiatan
monitoring dan evaluasi

Dokumen tabulasi data lapangan o,o8 Pertama/Ahli Pertarn-

36 Menyiapkan dan mengider-rtifikasi data dan pararneter
persetujuan pendanaan pekerjaan tahun jamak

Dokumen batran pendanaan pekerjaan tahun
iamak

o,o5 Pertama/ Atrli Perta'na

37 Menyiapkan dan mengidentifikasi data dan patameter standar
biaya

Dolarmen bahan dan parameter standar biaya o,06 Pertama/Ahli Pertama

38 m enginventari sasi d an mengid e ntifikasi data dan pararne ter
Pen5rusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Dokumen batran parameter RBA o,05 Pertama/Ahli Fert,-a

39 menginventarisasi dan mengidentfikasi data dan parameter
penghitungan sanksi/ganj aran bagr K I L

Dokumen bahan penghitungan sanksi/ganjaran
baeiKlL

o,o7 Pertama/Atrli Pertama

40 M engidentilikasi dan mengi nventarisasi data dan paretmete r
indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN (Renstra, KPJM,
hasil Monitoring dan evaluasi)

Data dan parameter indikasi kebutuhan dana
pengeluaran BUN.

0,08 Pertama/Ahli Fertana

4L menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan parameter
pen5rusunan usul tambatran anggaran

Data paranreter usulan tambahan anggilran o,c6 Pertama/Ahli Perta--

42 Menganalisis kelengkapan materi pengaturan di bidang
pengelolaan belanja K/L dan BUN

l,aporan hasil analisis materi pengaturan di bidang
pengelolaan belanja K/L dan BUN

O,O7 Pertama/Atrli Pertama

43 Menyiapkan dan mengidentifikasi patameter dan data
pendukung

Data dan pararneter o,o5 Pertama/Ahli Fertarna

+4 M enginventari sasi pokok- pokok b atrasan dalam pem batrasan
Ijin Pemanfaatan Belanja BUN

Daftar Innentaris pokok-pokok bahasan dalam
pembahasan Ijin Pemanfaatan Belanja BUN

O,OT Pertama/Ahli Fertama

45 Menyiapkan data parameter alokasi BUN Daftar parameter alokasr BUN 0,06 Pertama/Ahli Pcrtama

46 Menyiapk-an data tanggapan atau tindak lanjut hasil
pemeriksaarr

Data tanggapan atau tindak lanjut hasil
pemeriksaarr

o,o6 Pertama/Ahli Pertprna

47 Menginventarisasi data terkait potensi, jenis, dan tarif PNBP Data terkait potensi, jenis, dan tarif PNBP O,24 Pertama/Ahli Fertma

48 Mengidentifikasi permasalahan jenis dan tarif Matriks Daftar Inventarisasi Masalah [DIM) O,42 Pertama/Ahli P6sfa'nn
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49 Menginventarisasi data terkait penggunaan sebagian dana PNBP Data terkait penggunaan sebagian dana PNBP o,25 Pertama/Ahli Pertama

50 Mengidentifikasi permasalahan terkait Penggunaan seb.8lm
dana PNBP

Matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DlM) o,04 Pertama/Ahli Pertama

51 M enginventarisasi data terkait kebij akan pengelolaan PNB P Data terkait kebijakan pengelolaan PNBP o,2 Pertama/Ahli Pertama.

52 M engidentifrkasi dan menginventarisasi data terkait kebijakan
dispensasi pengelolaan PNBP

data terkait kebijakan dispensasi pengelolaan PNBP o,04 Pertama/Ahii Pertama

CJ Mengideirtifikasi dar. rrrenginventarisasi data targe'. dan pagu
penggunaan PNBP

Datatarget dan pagu peng3unaan PNBP 0,12 Pertama/Atrli Peitama

54 Memvalidasi data target dan pagu penggunaan PNBP Hasil rralidasi data target dan pagu penggunaan
PNBP

0,18 Pertama/Ahli Pertaua

55 Mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait revisi target
dar^ pagu penggunaan PNBP

Data revisi target dan pagu penggunaan PI{BP o,o6 Pertama/Ahli Pertarna

56 Memvalidasi data revisi target dan pagu penggunaan PNBP Ilasil validasi revisi data target dan pagu
penggunaan PNBP

o,o7 Pertama/Ahli Pertana

57 M engi dentifikasi dan menginventarisasi data te rkait penerimaan
dalam RBA BLU

Dataterkait penerimaan dalam RBA BLU O,04 Pertama/Ahli Pertama

58 Memvalidasi data terkait penerimaan dalam RBA BLU Hasil validasi data terkait penerimaan dalam RBA
BLU

o,03 Pertamar/Atrli Psftamr

59 Mengidentifikasi dan menginventarisasi data PNBP dan
kewajiban pemerintah dari PNBP SDA

Data PNBP dan kew4jiban pemerintah dari PNBP
SDA

o,08 Pertama/Ahli Fertarua

60 Memvalidasi data PNBP dan kewajiban pemerintah dari PNBP

SDA

Hasil validasi data PNBP dan kewajiban pemerintatr
dari PNBP SDA

o,l2 Pertama/Ahli Pertarna

61 Menginventarisasi data laporan realisasi dan perkiraan realisasr
PNBP (Outlook)

Data laporan realisasi dan perkiraan realisasi PNBP
(Outlook)

O,06 Pertama/Ahli Pertama

62 N{ engidentil-rkasi dan menginven tarisasi d ata terkait
pelaksanaan peraturan di bidang PNBP

Data laporan terkait pelaksanaan peraturan di
bidar€ PNBP

o,09 Pertama/Ahli Pertama

63 M en$dentifikasi dan menginventarisasi data terkait
penyelesaian piutang PNBP

Data terkait penyelesaian piutang PNBP - o,o2 Pertama/Ahli Pertasra

64 M engidentilikasi dan menginventari sasi data terkait
penyelesaian kewqjiban pemerintah

Data terkait p enyele saian ker'.'ajiban pemerintah o,09 Pertama/Ahli Psrtnrne

65 Mengidentifikasi dan menginventarisasi data tindak lanjut hasil
Pemeriksaan di bidang PNBP

data tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang PNBP O,06 Pertama/Ahli Pertaqra

66 M engidentifikasi d an menginventari sasi data hasil perhitungan
PNBP (self assessment)

Data hasil perhitungan PNBP (self assessment) O,O1 Pertama/Ahli Pertana

67 Mengidentilikasi data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP Data terkait pelalcsanaan pengelolaan PNBP o,o7 Pertanar/Ahli Pertma

68 Memvalidasi data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP Hasil validasi data terkait pelalcsanaan pengelolaan
PDTBP

o,04 Pertama/Ahli Pglamr

59 M enginrrentarisasi bahan terkait tagihan kewqjiban pemerintah
sektor migas, panas bumi, dan subsidi

Data hasil inventarisasi tagihan kewqiiban
pemerintah sektor migas, pamas buni, dan subsidi

o,L7 Pertama/Atrli Pstta'nn
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70 M engiden t ifrkasi dan menginve ntarisasi data ierka.lt
pemindahbuicuan PNBP sektor *ig.t dan panas bumi

Data terkait pemindahbukuan PNBP sektor migas
dan panas bumi

o,o3 Pertama/Ahli Pertama

77 Mengolah data perumusan kebijakam sistem Peng€rnggaran Kertas kerja pengolatran data kebijakan sistem

Penganggaran

o,o8 Pertama/Ahli Pertama

72 Mengolah data terkait pelaksanaan Standar Biaya Hasil pengolahan data pelaksanaan Standar Biaya o,32 Pertama/Ahli Pertarna

73 Men5rusun kqiian usulan Standar Biaya Hasil kajian usulan Standar Biaya o,86 Pertarna/ AhIi Pertaraa

74 Mengolah data terkait pelaksanaan Morutoring dan enaluasi

IGrerj a Pengairggarart
Hasil pengolahan data pelaksanaan Monitoring dan
evaluasi

o,08 Pertarna/Ahli Pertama

75 Kompilasi data tematik penganggaran Hasil kompilasi data o,06 Pertama/Ahli Pertama

76 Mengolah data penerapan sistem Pengatrggaran Hasil pengolahan data (tabulasi/hasil perhitungan/
referensi)

o,o2 Pertama/Ahh Pertama

77 Mengidentifi kasi dan menginventarisasi data terkait usulan
kebij akan/ peraturan penganggaran

Data terkait peraturan penga4ggaran o,o5 Pertama/Ahli Pertama

78 M engidenfrkasi dan m enginventari sasi permasalahart
implem entasi kebij akan / peraturan Penganggaran

Laporan identifikasi permasalahan o,1 I Pertama/Ahli Pertama

79 Mengkaji peraturan yang mengalami kendala dan/atau
permasalahan pada tataran implementasi

Laporan hasil kajian o,25 Pertama/Ahli Pertama

80 Mendiseminasi laporan hasil evaluasi implementasi
kebijakan/peraturan kepada stakeholders

Laporan hasil disemrnasr 0,12 Pertama/Ahli Pertama

8t M engide n tifrkasi dan me nginventarisasi data terkait u sulart
besaran hak keuangan/ remunerasi

Data usulart besaran hak keuangan/remunerasi o,06 Pertama/Ahli Pertama

82 Melaksanakan kajian awal terkait usulan besaran hak
keuangan/remunerasi

Laporan hasil kqjian awal o,1 1 Pertama/Ahli Pertama

83 Melaksanakan assesment terhadap pemangku jabatan yang
diusulkan besaran hak keuangan/remunerasi

Kertas kerja hasil assesment o,1 1 Pertama/Ahli Pertama

84 Memberikan pembobotan terhadap hasil assesrnent bersama
instansi/ stakeholders terkait

Hasil scoring jabatan 0,1 Pertama/Ahli Pertama

85 Melaksanakan kajian lanjutan terkait usulan besarar^ hak
keuangan/remunerasi

Laporan hasil kqiian lanjutan o,18 Pertama/Ahli Pertama

86 Men5rusun rekomendasi besarafl hak keuangan/remunerasi Rekomendasi besaran o,o8 Pertama/Atrli Pertama

87 M engidentifikasi dan menginventarisasi data terkait usulan
besaran hak ker rangan/ remunerasi

Kerangka permasalahan o, I Pertama/Ahli Pertana

88 Mengkqji dampak fiskal yang munglcin timbul dari kebijakan
remunerasi

Hasil kqiian kebijakan remunerasi o,14 Pertama/Ahli Pertama

89 Men5rusun laporan rekomendasi terhadap kebijakan
remunerasi

Hasil rekomendasi atas kebijakan remunerasi o,1 Pertama/Ahli Pertana

90 M engide ntifikasi masalah kaj i an pengemb angan / tematik Daftar ;nasalatr tematik pengariggaran o, 1 Pertama/Atrli Pertana

9I Mcnginventarisasi data terkait keiian tematik dan
pengembangart

Hasil pengumpulan data, bahan, dan rel-erensr

kqiian tematik pengaqggtran
o,18 Pertama/Ahli Perta.ma

92 Menganalisis data terkait kqiian tematik dan pengembangan Laporan hasil analisis kqiiari tematik pengenggaran O,23 Pertama/Ahli Pertasra
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93 Men5rusun rekomendasi kajian tematik dan pengembangan Rekomendasi hasil telaahzur dan kajian tematik

PenganSgaran

0,13 Pertama/Ahli Pertama

94 Men5rusun bahan diseminasi kajian tematik dan pengembangan Bahan paparan/ pidato Direktur Jenderal Anggaran,
Menteri Keuangan atau Presicien RI tentang tematik
penganSgaran

o,o8 Pertama/Ahli Pertama

95 M e nganalisi s kebutuhan bimbingan teknis pe nganggararr Laporan hasil analisis kebutuhan bimbingan teknis
PenSanSgafan

o, ll Pertama/Ahli Pertarna

96 M enyiapkan bahan bimbingan tekni s penganggaran Bahan bimbingan teknis pengangga-ran o.t2 Pertama/Atrli Pertasra

97 Melaksanakan bimbingan teknis penganggaran Laporan bimbingan teknis penganggaran o.l1 Pertama/Ahli Pertama
ANALISIS DI BIDANG
PENGANGGARAN DALAM
PENGELOLAAN APBN

Analisis penganggaran dalam
pengelolaan APBN

1 Menganalisis arah kebljakan fiskal dan prioritas pembangunan
nasional per tema/bidang

Laporan hasil analisis arah kebijakan l-rskal dan
prioritas pembangunan nasional

o, 14 Muda/Ahli Muda

2 Men5rusun rekomendasi tingkat 2 Laporan hasil analisis arah
kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional

Rekomendasi tingkat 2 arah kebijakan fiskal dan
prioritas pembangunan nasional

0,1 Muda/Ahli Muda

3 Menganalisis perkembangan asrrmsi dasar ekonomi makro Laporan hasil analisis perkembangan asumsi dasar
ekonomi makro

o,o9 Muda/Ahli Muda

4 Men5rusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian pararneter
asumsi dasar ekonomi makro

Rekomendasi tingkat 2 asumsi dasar ekonomi
makro

o,09 Muda/Ahli Muda

D Menganalisis perhitungan dan realisasi APBN l.aporan hasil analisis perkembangan APBN o,13 Muda/Ahli Muda

6 Men5rusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian parameter
proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN dan usulan kebijakan

Rekomendasi tingkat 2 usulan kebijakan dan
proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN

o,08 Muda/Ahli Muda

7 Men5rusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian parameter
penJrusunan postur RAPBN

Rekomendasi tingkat 2 Postur RAPBN dalam bentuk
I-Account

o,o7 Muda/Atrli Muda

I Men5rusun dan menganalisis rea!.isasi APBN bulanan Rekomendasi laporan realisasi APBN bulanan 0,1 Muda/Atrli Muda

9 Menguji parameter penJrusunan KEM & PPKF Hasil uji pararneter pen5rusunan KEM & PPKF o,o4 Muda/Ahli Muda

10 h{enyrrsun rekomendasi tingkat 2 atas hasil pengujian data,
bahan, dan parameter penJrusunan KEM & PPKF

Rekomendasi tingkat 2 sumbangarr bahan
penJrusunan KEM & PPKF

o,07 Muda/Ahli Muda

11 Menganalisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan
kesesuaian dengan angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta
kebijakan strategis Pemerintah

Laporan hasil analisis materi pengaturan dalam
RUU APBN/APBN-P

o, 15 Muda/Ahli Muda

t2 Men5rusun rekomendasi tingkat 2 Laporan hasil analisis
kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan
angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis
Perr^erintah

Rekomendasi tingkat 2 materi pengaturan dalam
RUU APBN/APBN-P

o,16 Muda/Ahli Muda

l3 Melakukan uji statistik data dan batran penJrusun€ur Model
Perencanaan APBN / Model Fiskal / Model Dampak APBN

Data dan bahan penJrusunan model yang teruji
aecara statistik

o,14 Muda/Ahli Muda

t4 Memvalidasi data dan bahan penJrusunan policy paper di bidang
asumsi makro / pendapatan negara / belanja negara /
pembiayaan anggaran

Data dan bahan penJrusunan policy paper yang valid o,l8 Muda/Ahli Muda
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I5 Menyiapkan policy paper di bidang asumsi makro / pendapatan
negara / belanjanegara / pembiayaan anggaran

Poliry paper di bidang asumsi makro / pendapatan
negara / belanja negara / pembiayaan anggaran

O,18 tviudai,thli Muda

t6 Mengkaji data dan bahan PenJrusunafl RAPBN/RAPBN-P Hasil kqjian data dan bahan pen5rusunan
RAPBN/RAPBN-P

0,15 Muda/Ahli Muda

L7 Menganalisis bahan Penyusunan RAPBN/ RAPBN-P Rekomendasi bahan penJrusunan RAPBN/ RAPBN-P o, 18 Muda/Atrli Muda

18 Menganalisis, mensinkronkan, dan mengoreksi materi dalam
Nota Keuangan & RAPBN/RAPBN-P

l,aporan ho"il analisis, sinkronisasi, dart koreksi
materi dalam Nota Keuangan & RAPBN/RAPBN-P

0,1 Muda/Ahli Muda

L9 Membahas laporan hasil analisis, sinkronisasi, dar koreksi
mate:i dalam Nota Keuangan & RAPBN/RAPBN-P

P.ekomendasi Pen5rusunan Nuta Keuange,n dan
RAPBN/RAPBN-P linal

o,o9 lvluda/Ahli Muda

20 Menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan
dasar per program

Laporan hasil analisis angka dasar dan/aiau
perkiraan mqju per progran

o,2 Muda/Ahli Mr,da

21 Menganalisis angka dasar dan/atau pedciraan mqiu kebutuhan
dasar per II.IL

Laporan hasil analisis angka dasar dan/atau
perkiraanr, maju per K/L

o,2 Muda/Ahli Muda

22 Mer.ganalisis hasil rancangem arsitektur dan informasi kinega
penganggaran Per progratn

Laporan hasil analisis rancungan arsitektur dan
informasi kinerja penganggaran program

o,18 [iuda/Ahli Muda

23 Menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kineg'a
penganggaran per Bagran Anggaran

Laporan hasil analisis rancangan arsitektur dan
Informasi kinerja pengartggaran Bagian Anggaran

o,24 Muda/Atrli Muda

24 Menganaiisis pagu per program l.aporan ha"il analisis pagu O,19 Muda/Ahli Muda

25 Menganalisis pagu per bagran anggaral Laporan hasil analisis pagu per bag'an anggaran o,23 Muda/Atrli Muda

26 Menganalisis pagu per sumber dana Laporan hasil analisis pagu per surnber dana o,18 Muda/Ahli Muda

27 Menganalisis kebutuhan inisiatif banr Laporan hasil analisis kebutuhan inisiatif baru o,14 Muda/Ahli Muda

28 Menilai kelayalcan. proposal inisiatif baru Hasil penilaian proposal inisiatif baru O,22 Muda/Ahli Muda

29 Menganalisis rancangan Rencana Kerja K/L dalam pertemuan
tiga pihak

Laporarr hasil andisis rancangan Rencana KeqaKlL o,25 Muda/Ahli Muda

30 Menganalisis usulan perubahan pagu indikatif Laporan hasil analisis usulan perubahan pagu
Indikatif

o,16 Muda/Ahli Muda

31 Menganalisis data terkait pen5rusunan rencana kerja per

Program

Laporan hasil analisis Rencana Kerja per Program o,09 Muda/Airli Muda

32 Menyusun RKA satker/RKA BUN Draft RI(A satker/Rl{A BUN o,L2 Muda/Ahli Muda

33 Menganalisis usulan RKA BUN Laporan hasil analisis RI(A BUN o,08 Muda/Ahli Huda

34 Menelaah rencana kerja dan anggaran Cataran Penelaahan O,23 Muda/Ahli Muda

35 Menganalisis kebutuhan revisi anggaran Laporan hasil analisis kebutuhan revisi anggaran O,1 1 Muda/Ahli Muda

36 MenSrusun usul revisi anggarErn Usulan revisi anggaran O,O9 Muda/Ahli Muda

37 Menilai usulan revisi rencana kerja dar: anggarart Catatan Penilaian O,t7 Muda/Atrli Muda

38 Menganalisie evalu asi p elaksan aan monitoring dan erralu asi
sebelumnya

Hasil evaluasi pelalcsanaan rrlonitoring dan evaluasi O,15 Muda/Ahli Muda



-8-

ro Uf,SUR
suB nlrsuR

TT'GAS JABATAI|
BUTIR KEGIATAIY TUGAS JAEATAN HASIL KER^'A

ATTIGKA

KRSDIT
PEL/IIGATA TUGAS

1 2 3 4 5 6 7

39 Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi Dokumen bahan monitoring dan evaluasr 0,1 iv{uda/Ahli Muda

40 Melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek konteks Laporan pelaksanaan monitoring dan erraluasi
konteks

o,l8 Muda/Ahli Muda

4T Menganalisis data lapangan dalam kegiatan monitoring dan
evaluasi

Laporan hasil analisis monitoring dan evaluasi
o,L7 Muda/Atrli Muda

42 Men5rusun usulan pendariaan pekerjaan tahun jarna} Usulan pendanaan pekerjaan tahun jamak O,O9 Muda/Atrli Muda

43 Menilai usulan persetujuan pendanaart pekerjaan tahun jarnak Hasil penilaian usul pendanaan pekerjaan tahun
iamak

o,2 Muda/Ahli Muda

44 Men5rusun usulan standar biaya Usulan Standar Biaya o,09 Muda/Ahli Muda

45 Menilai usulan standar biaya Hasil penilaian usulan Standar Biaya o,19 Muda/lttli Muda

46 Menganalisis Rencana Bisnis dan Anggaran Laporan hasil analisis RBA O,16 Muda/Ahli Muda

47 Menelaah RBA Laporan Hasil penelaahan RE,\ O,24 Muda/Ahli Muda

48 Menilai pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L laporan Hasil penilaran sanksi/garrjaran bagi K/L O,19 Muda/Ahli Muda

49 Menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluarart BUN per
KPA

laporan hasil analisis indikasi kebutuhan dana
pengeluaran BUN per KPA o,o8 Muda/Ahli Muda

50 Menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN per
Bagran Anggaran

la.poran hasil analisis indikasi kebutuhan dana
pengeluaran BUN per BA

o,27 Muda/Atrli Muda

51 Mengidentifrkasi perubahan-pen:bahan parameter Daftar perubahan pararneter o,1 I Muda/Ahli Muda

52 M enganalisis kebutuhan tambahan anggaran (KPA) Laporan hasil analisis tambahan anggaran o,l Muda/Atrli Muda

53 Menilai kebutuhan tambahan anggararr (PPA) Hasil penilaian tambatran anggararr o,1 Muda/Ahli Muda

g Menelaah usul tambahan anggaran Berita Acara Penelaahan usul tambahan anggaran o,2 Muda/Ahli Muda

55 Membahas laporan hasil analisis kelengkapan materi
pengaturan di bidang pengelolaan belanja K/L dan BUN

Rekomerrdasi materi pengaturan di bidang
pengelolaan belanja K/L dan BUN

o,19 Muda/Atrli Muda

56 Men5rusun Permohonan Pemartfaatan Belanja BUN laporan Permohonan Pemanfaatan Belartja BUN 0,13 Muda/Ahli Muda

s7 Menelaatr ljin Pemanfaatan Belanja BUN Berita acara Penelaahan Ijin Pemanfaatan Belanja
BUN

c,15 Muda/Ahli Muda

58 Menganalisis parameter alokasi BUN taporan hasil analisis parameter alokasi BUN o,49 Muda/Ahli Muda

59 Men5rusun usulan jenis dan tarif PNBP Usulan jenis dan tarif PNBP 0,05 }luda/Ahli Muda

60 Mengidentifikasi permasalahan jenis dan tarif PNBP Matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 0,83 MuddAtrli Muda

61 Menganalisis jenis dan tarif PNBP l.aporan hasil analisis jenis dan tarif PNBP 3,L7 Muda/Atrli Lluda

62 Men5rusun usulan penggunaan ssSssfan dana PNBP Usulan penggunaan seb'Tm deura PNBP 0,04 MuddAtrli Muda

63 M engidentifikasi permasalahan terkait Penggunaan sebagian
dana PNBP

Matriks Daftar Inventarisasi Masafah {DIM} o.09 Muda/Ahli Muda

64 Menganalisis terkait penggunaan sebagian dana PNBP Laporan hasil analisis terkait penggunaan sg$sgtan
dana PNEP

0,38 Muda/Atrli Muda

65 M engi dentifikasi pe rmasalahan pengelolaan PNBP Matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) o,19 Muda/.rfrfi Huda

66 MenSrusun usulan dispensasi pengelolaan PNBP Usulan dispensasi pengelolaan PNBP o,o5 Muda/Ahli Muda

67 M enganali si s permasalahan di spensasi pengelolaan PNBP Matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) o,19 Ltuda/Atrli lluda

68 Men5rusun usulan target dan pagu Penggunaan PNBP Usulan target dan pagu penggunaan PNBP o,04 Muda/Ahli lluda
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69 Menganalisis dampak asumsi makro terhadap target PNBP Laporan hasil analisis dampak asumsi makro
terhadap target PNBP

o,15 Muda/Ahli Muda

70 Menganalisis besaran target dan pagu Penggunaan PNBP per
satker

laporan hasil analisis besaran target dan pagu
penggunaan PNBP per satker

o,l5 Muda/Ahli Muda

7L Menganalisis besaran target dan pagu penggunEran PNBP per
K/L dan BUN

Laporan hasil analisis besaran target dan pagu
penggunaan PNBP per KIL dan BUN

o,L7 Muda/Ahli Muda

72 Men5rusun usulan revisi target dan pagu penggunaan PI{BP Usulan reviei target dan pagu penggunaan PNBP o,05 Muda/Ahli Muda

73 Menganalisis besaran revisi target dan pagu penggunaan PNBP Laporan hasil analisis besaran revisi target dan pagu
penggunoan PNBP

O,37 Muda/Ahli Muda

74 Men5rusun usulan RBA BLU Usulan RBA BLU o,o2 Muda/,\trli Muda

/J Menganalisis penerimaan dalam RBA BLU Laporan hasil analisis terhadap penerimaan dalam
RBA BLU

o,t2 Muda/Ahli Muda

76 Menganalisis dampak asumsi makro dan kewqiiban pemerintah
sektor SDA terhadap PNBP SDA

Laporan hasil analisis dampak asumsi makro dan
kew4jiban pemerintah sektor SDA terhadap PNBP
SDA

O,O8 Muda/Ahli Muda

77 Men5rusun data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Outlook) Data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP
(Outlook)

o,o5 Muda/Atrli Muda

78 Menguji validitas data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP

(Outlook)
Hasil uji validitas data realisasi dan perkrraan
realisasi PNBP (Outlook)

o,L7 Muda/Ahli Muda

79 Menganalisis dampak asumsi malcro terhadap realisasi dart
perkiraan realisasi PNBP (Outlook)

Laporan hasil analisis dampak asumsi makro
terhadap realisasi dan perlciraan realisasi PNBP
(Outlook)

o,08 Muda/Ahli Muda

80 Menganalisis pelaksanaan peraturan di bidang PNBP Matriks Daftar Inventai-isasi Masalah (DIM) o,25 Muda/Atrli Muda

81 MenJrusun llonsep laporan penyelesaian piutang PNBP Konsep laporan penyelesaian piutang PNBP O,05 Muda/Ahli Muda

82 Men5rusun konsep laporan penyelesaian kewajiban pemerintah Laporan penyelesaian kewqiiban pemerintah o,13 Muda/Atrli Muda

83 Menganalisis permasalahan tindak lanjut hasil Pemeriksaan di
bidang PNBP

Matriks Daftar inventarisasi lvlasalah (DIM) 0,1 Muda/Ahli Muda

84 Menlrusun pelaporan perhitungan PNBP (self assessment) Laporan perhitungan PNBP (seU assessment) o,o2 Muda/Ahli Muda

85 Menganalisis permasalahan Laporan hasil analisis perhitungan
PNBP (self assessment)

Matriks Daftar inventarisasi Masalah (DIM) o,13 Muda/Ahli Muda

86 Menganalisis terhadap hasil validasi data terkait pelaksanaan
pengelolaan PNBP

laporan hasil analisis data terkait pelaksanaan
pengelolaan PNBP

o12 Muda/Atrli Muda

87 Menguji validitas tagihari kewajiban pemerintah selctor migas,
panas bumi, dan subsidi

Kertas kerja hasil validasi tagihan kewqiiban
pemerintatr sektor migas, patras bumi, dan subsidi

0,31 Muda/Ahli Muda

88 Menguji validitas data terkait pernindahbukuan PNBP sektor
migas dan panas bumi

Kertas kerja hasil validasi data terkait
pemindahbuloran PNBP eektor migas dan panas
bumi

o,05 Muda/Ahli Muda

89 Menganalisis data hasil olahan kebijakan sistem Pengariggaran l.a,poran hasil analisis kebijakan sistem
penganggaran

0,31 Muda/Ahli Muda

90 Mengolatr data terkait pelaksanaan Standar Biaya Hasil pengolatran data pelaksanaan Standar Biaya 0,64 Muda/Ahli Muda
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91 Men5rusun kajian usulan S..anda.- Biaya Hasil kajian usulan Standar Biaya t,7 7 Muda/Ahli Muda

92 Menganalisis usulan Standar Biaya Laporan hasil analisis usulan Standar Biaya o,92 Muda/Ahli Muda

93 Menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi Laporan hasil analisis data o,27 Muda/Ahli Muda

94 Menganalisis hasil kompilasi data Laporart hasil analisis o,13 Muda/Ahli Muda

95 Men5rusun konsep laporan [.aporan hasil analisis Konsep laporarr O, 14 Muda/Ahli Muda

96 Mengandisis data penerapan sistem penganggaran Laporan hasrl analisrs O,L7 Muda/Ahli Muda

97 Menganalisis dan mengharmonisasikan usulan
kebijakan/ peraturan penganggarari

Laporan rekomendasi awal atas
kebijalcan/peraturan

o,l6 MuCa/Ahli Muda

98 M enganali si s dampak ar. ggaran / frskal atas u sulan
kebijakan/peraturan

Laporan analisis dampak anggaran/fiskal atas
u sulan kebij akan/ peraturan

o,2t Muda/Ahli Muda

99 M engide nfikasi dan menginventarisasi permasalatran
impl e mentasi kebij akan / peraturan penganggaran

Laporan identifikasi permasalatran o,23 Muda/Ahli Muda

too Mengk4ji peraturan yang mengalami kendala dan/atau
permasalatran pada'.ataran impiementasi

Laporan hasil kqiiarr o,49 Muda/Ahli Muda

101 Mendiseminasi laporan hasil evaluasi implementasi
kebijakan/ peraturan kepada stakeholders

Laporan hasil diseminasi o,24 Muda/Ahli Muda

102 Melaksanakan kajian awal terkait usulan besaran hak
keuangan/remunerasi

Laporan hasil kqiian awal o,22 Muda/Ahli Muda

103 Melaksanakan assesment terhadap pemangku jabatan yang
diu sulkan be saran hak keuangan/ rernunerasi

Kertas kerja hasil assesment o,23 Muda/Ahli Muda

104 Memberikan pembobotan terhadap hasil assesment bersama
instansi/ stakeholders terkait

Hasil scoring jabatan o,19 Muda/Ahli Muda

105 Melaksanalcan kajian lanjutan terkait usulan besaran hak
keuangan/remunerasi

Laporan hasil k4'ian lanjutan o,35 Muda/Ahli Muda

106 M en5rusun rekomen dasi besaran halc keuangan/ remunerasi Rekomendasi besaran O,l7 Muda/Ahli Muda

t07 Men5rusun laporan rekomendasi terhadap kebijakart
remunerasi

Hasil rekomendasi atas kebijakan remunerasi o,2 Muda/Ahli Muda

108 M engide ntifikasi masalah kajian penge mb angan/ tematik Daftar masalah o,2 Muda/Ahli Muda

l09 Menginventarisasi data terkait kajian tematik dan
pengembangan

Hasil pengumpulan Cata, bahan, dan referensi 0,36 Muda/Ahli Muda

110 Menganalisis data terkait kq'ian tematik dan pengembangan Laporan hasil andisis O,46 Muda/Ahli Muda

111 Men5rusun rekomendasi kqiian tematik dan pengembangan Rekomendasi hasil telaahan dan kqjian O,26 Muda/Ahli Muda

tt2 Men5rusun bahan diseminasi kajian tetnatik dan pengembangan Bahan paparan/ pidato Direlntur J enderal Anggaran,
Menteri Keuangan atau Presiden RI

o,l7 Muda/Ahli Muda

113 M enganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran Laporan hasil analisis kebutuhan o,23 Muda/Ahli Muda

114 M enyiapkan batran bimbingan teknis penganggar.ur Bahan bimbingan teknis penganggaran O,23 Muda/Ahli Muda

115 Melaksanakan bimbingan teknis penganggaran Iaporan bimbingan tekni$ penganggaran O,22 Muda/Ahli Muda
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I

t "p*ttt hasil analisis arah kebijakan fiskal dan

prioritas pembangunan nasional
o,21 Madya/Ahli Madya

ANALISIS DI BIDANG
PENGANGGARAN DAI-AM
PENGELOLAAN APBN

dalam I Menganalisis arah kcbijakan ttsl<ar clan Pnontas PemDangunan
nasional lintas tema/ bidarrg

a@at 3laporan hasil analisis aratr

kebijakan {iskal darr prioritas pembangunan nasional
Rekomendasi tingkat 3 arah kebijakan fiskal dan

prioritas pembangunan nasional
o, l5 Madya/Ahli Madya

--l

I
] 6l

n
L:I
Ftr

Menyu-u" ptoyeksi (exercise) asumsi dasar ekonomi makro Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro 0,1 Madya/Ahli Madya

tvtenguji patameier asumsi dasar ekonomi makro hasii exerqse tt""it pettg,rjian parameter asumei dasar ekonomi
makro hasil exercise

o,r2 Madya/Ahli Madya

Min5rusun rekomendasi tingkat 3 hasil penqujian parameter

asumsi dasar ekonomi malsro

Rekomendasi tirrgkat 3 asumsi dasar ekonomr
makro

o,14 Madya/Ahli Madya

M en3-.r sun proyeksi perhitungan (exercise) Rjr.PBN Proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN o,L2 Madya/Ahli Madya

l{enguii parameter perhitungan RA'PBN hasil exercise ft"rit p.ngujian parameter perhitungan RAPBN hasil
exercise

0,1 Madya/Ahli Madya

Men5rusun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian parameter

proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN dan usulan kebijakart
Rekomendasi tingkat 3 usulart kebijakan dan
proyeksi perhiturqgan (exercise) RAPBN

O,I2 Madya/Ahli Madya

Men5rusun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian parameter

penJrusunan postur RAPBN

Rekomendasi tingkat 3 Postur RAPBN dalam bentuk
I-Account

o, 11 Madya/Ahli Madya

MenSrusun dan menganalisis realisasi APBN Semester I Rekomendasi laporan realisasi APBN Semester I o,13 Madya/Ahli Madya

Mor5ru..r.t puikiraan realisasi APBN (prognosis) Semester II Rekomendasi prognosis Semester II 0,13 Madya/Atrli Madya

@ti5"t.n fiskal dan ekonomi makro terhadap

APBN berdasarkan perkembangan realisasi APBN
Hasil kqiian atas dampak kebijdcan fiskal dan

ekonomi makro terhadaP APBN

o,l2 Madya/Ahli Madya

l"I-
l"l*
I

M 
"n3ru 

s.rtt ti komendasi pen5ru sunan RA PB N - P berdasarkarr

hasil k{ian dampak kebiiakan fiskal dan ekonomi makro
terhadap APBN

Rekomendasi pen5rusunan RAPBN- P o, l3 Madya/Ahli Madya

Menguji parameter penJrusunan KEM & PPKF Hasil uji parameter Peny-.rsunan KEM & PPKF o,o5 Madya/Atrli Madya

Metr5ru"u.t rekomendasi tingkat 3 atas hasil pengujian data,

bahan, dan parameter Pen5rusunan KEM & PPKF

Reliomendasi tingkat 3 sumbangzur bahan
penJrusunan KEM & PPKF

o,l I Madya/Ahli Madya

Menganalisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan
kesesuaian dengan angka dalam RAPtsN/RAPBN-P serta
kebij akan strategis Pemerintah

laporan hasil analisis materi Pengaturari dalam

RUU APtsN/APBN-P

o,22 Madya/Ahli Madya

II
I'n

t"tenyusun rekomendasi tirrgkat 3 Laporan hasil analisis

kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan

angka dalam RAPBN/RAPtsN-P serta kebijalcan strategis

Pemerintah

Reliomendasi tingkat 3 materi pengaturan dalam

RI'ru APBN/APtsN-P

o,24 Madya/Ahli Madya

@ik d.ta dan batran Pen5rusunan Model

Perencanaan APtsN / Model Fiskal / Model Dampak APtsN
Data dan bahan Pen5rusunan model yang teruji
aecara statietik

o,2l Madya/Ahli Madya

tvt.nguji t*todel Perencanaan APtsN / Model Fiskal / Model

Dampak APBN

Hasit p.ttgu.iian Model Perencanaan APBN / Model

Fiskal / Model Dampak APBN

O,25 Maoya/Atrli Madya
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20 Menyiapkan proposal pengembangan Model Perencanaan APBN

/ Model Fiskal / Model Dampak APBN

Rekomendasi Model Perencanaan APBN / Model
Fiskal / Model Dampak APBN

o,14 Madya/Ahli Madya

2L Memvalidasi data dan bahan pen5rusunan Policy paPer di bidang
asumsi makro / pendapatan negara / belanja negara I
pembiayaan anggaran

Data dan bahan pen)rusunan policy Paper yang valid O,27 Madya/Ahli Madya

22 Menyiapkan policy paper di bidang asumsi makro / pendapatan
negara / belanja negara / pembiayaan anggaran

Poliry paper di bidang asumsi makro / pendapatan
negara / belanjanegara / pembiayaan anggaran

O,27 Madya/Ahli Madya

23 Mengkaji data dan bahan penJrusunan RAPBN/RAPBN-P Hasil kqiian data dan batran pen5rusunan

RAPBN/RAPBN-P
o,22 Madya/Ahli Madya

24 Menganalisis bahan pen5rusunan RAPBN/ RAPBN-P Rekomendasi bahan penJrusunan RAPBN/RAPBN-P o,26 Madya/Ahli Madya

25 Menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan mqju kebutuhan
dasar per KIL

Laporan hasil analsis angka dasar dan/atau
perkiraan maju per K/L

o,31 Madya/Ahli Maaya

26 Menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan mqiu kebutuhan
dasar iintas K/L

Laporan hasil analisis angka dasar dan/atau
perkiraan m{u lintas K/L

o,25 lvladya/Atrli Madya

27 Men5rusun rekomendasi atas Laporan hasil analisis angka dasar
dan/ atau perkiraan maju

Rekomendasi angka dasar dan/atau perkiraan mqju O,24 Madya/AhJi Madya

28 Ir{enganalisis hasil rancangeur arsitektur dan informasi kinerja
penganggaran per Bagtan Anggaran

Lapora-n hasil analisis rancangan arsitektur dan
Informasi kinerj a pelrganggaran Bagian Anggaran

o,36 Madya/Atrli Madya

29 Menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja
penganggaran lintasBag;rart Anggaran

Laporan hasil analisis rancangan arsitektur dan
Informasi kinerja penganggaran lintas Bagran

Anggaran

o,29 Madya/Ahli Madya

30 Men5rusun rekomendasi laporan hasil analisis rancangan
arsite ktu r dan informasi kine rj a p enganggaran

Rekomendasi arsitektur dan informasi kinerja

Penganggafan

o,26 Madya/Ahli Madya

31 Menganalisis pagu per bagian arlggararn Laporan hasil analisis pagu per bagian anggaran o,35 Madya/Ahli Madya

32 Menganalisis pagu per sumber dana Laporan hasil analisis pagu per sumber dana o,27 Madya/Ahli Madya

33 Menganalisis pagu lintas b"gt-t angg€rran Iaporan hasil analisis pagu lintas b"gr"t angaran o,29 Madya/Atrli Madya

34 Menganalisis pagu berdasarkan postur (belanja dart
pembiayaan)

Laporan hasil analisis pagu berdasarkan postur
(belanj a dan pembiayaan)

o,27 Madya/Ahli Madya

35 MenSrusun pagu Draft pagu o,L7 Madya/Atrli Madya

36 Men5rusun proposal inisiatif baru Draft proposal o12 Madya/Ahli Madya

37 Menlrusun rekomendasi atas hasil penilaian kelayakan proposal
Inisiatif Baru

Rekomendasi kelayakan propo sal inisiatif bartr O,24 Madya/Atrli Madya

38 Men5rusun rekomendasi usul PenyemPurrraan Pagu indikatif
dalam pertemuan tiga pihak

Rekomendasi penyempurrraan pagu indikatif o,26 Madya/Ahli Madya

39 Men5rusun konsep dokumen kesepakatan pertemuan tiga pihak Konsep dokumen kesepahatan pertemuan tiga pihak O,26 Madya/Ahli Madya

40 Menganalisis data terkait rencana kerja Ki L Laporan hasil analisis Rencana Kerja K/L o,L7 Madya/Ahli i'ladya

4L Men5rusun draft Rencana Kerja K/L Draft Rencana Keg'a K/L o,16 Madya/Atrli Madya
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42 Menlrusun RKA KLlRDP-BUN Draft rencana kerja dan anggaran o,l3 Madya/Ahli Madya

43 Menganalisis rencana kerja dan anggaran dan pengesahan
dokumen pelaksanaan anggaran

Laporan hasil analisis rencana kerja anggaran dan
pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran

o,34 Madya/Ahli Madya

44 Men3rusun rekomendasi rencana kerja dan anggaran Rekomendasi rencania kerja anggaran dan
pengesatran dokumen pelaksanaan anggaran

0,28 Madya/Atrli Madya

45 Menilai usulan revisi rencana kerja dan anggaran Catatan Penilaian 0,25 Madya/Ahli Madya

46 Menganalisis usulan revisi anggaran Laporan hasil analisis usulan revisi anggaran o,28 Madya/Ahli Madya

47 Men5rusun rekomendasi revisi anggaran Rekomendasi revisi anggaftur o,23 Madya/Ahli Madya

48 Melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek manfaat laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
manfaat

O,26 Madya/Ahli Madya

49 Men5rusun rekomendasi monitoring dan evaluasi Rekomendasi monitoring dan evaluasi o,25 Madya/Ahli Madya

50 Menilai usulan persetujuart pendanaan pekerjaan tahun jarnak Hasil penilaian usul pendanaan pekerjaan tahun
jarnak

0,31 Madya/Ahli Madya

51 M enganali si s ke I ayakan u sulan p ersetuj u an p endanaart
pekerjaan tahun jarnak

Laporan hasil analisis pendanaan pekerjaan tahun
iamak

o,4 1 Madya/Atrli Madya

52 Men5rusun rekomen.jasi persetuju an pendanaan pekerjaan
tahun jamak

Rekomendasi persetujuan pendanaan pekerjaan
tahun jamak

o,32 Madya/Ahii Madya

53 Menilai usulan standar biaya Hasil penilaian usulan standar biaya O,29 Madya/Ahli Madya

54 Menganalisis kelayakan usulan standar biaya Laporan hasil analisis kelayakan usulan standar
biaya

o,37 Madya/Atrli Madya

55 Menlrusun rekomendasi usulan standar biaya Rekomendasi standar biaya o,27 Madya/Ahli Madya

56 Menlrusun Rencana Bisnis Anggaran Draft Rencana Bisnis Anggarart o,L7 Madya/Ahli Madya

s7 Menilai Rencana Bisnis Anggaran Laporan Ha.il Penilaian Rencana Bisnis Anggarart 0,36 Madya/Ahli Madya

58 Melaksanakan rekomendasi hasil pembahasan Draft Rencana Bisnis Anggaran definitif o12 Madya/Ahli Madya

59 Menilai pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L Hasil penilaian o,28 Madya/Ahli Madya

60 Menganalisis pemberian sanksi/ ganj aran bagi K/ L Laporarr hasil analisis sanksi/ ganj aran b agl K I L 0,35 Madya/Ahli Madya

61 Men5rusun rekomendasi pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L Rekomendasi pemberian sanksi/ ganjaran bagi K/ L o,29 Madya/Ahli Madya

62 MenJrusun usulan indikasi kebutuhan dana BUN Usulan indikasi kebutuhan BUN o,l2 Madya/Ahli Madya

63 Menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN per
Bagran Anggarart

Laporan hasil analisis indikasi kebutuhan dana
pengeluaran BUN per Bagran Anggaran

c,13 Madya/Atrli Madya

64 Menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN
seh.rruh Bagran Anggaran

laporan hasil analisis indikasi kebutuhan dana
pengeluaran BUN seluruh BA

o,36 Madya/Ahii Madya

55 Men5rusun rekomendasi indikasi kebutuhan dana pengeluarart
BUN

Rekomendasi indikasi kebutuh an dana pengeluaran
BUN

o,28 Madya/&rfi Madya

66 Menganalisis daftar indikasi dan perubahan parameter laporan hasil analisis penyesuaian indikasi
kebutuhan dana pengeluaran BUN

o, 16 Madya/Ahli Madya

67 MenSrusun dart menyampaikan usulan tambahan anggaran dari
KPA ke PPA

Draft usulan tambatran anggaran KPA o,O9 Madya/Ahli Madya
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68 Menyusun dan menyampaikan usulan tambahan anggaran dart

PPA ke DJA
Draft usularr tambahan anggaran PPA 0,1 Madya/Ahli Madya

69

?o

n
n
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?6

n
?8

?g

80

s1

82

83

84-

85

86

8?

8e

89

90

91

a

Menginventarisasi dan mengidentifikasi data materi pengaturarr
di bidang pengelolaan belanja K/L dan BUN

Data inventaris rnateri pengaturan di bidang
pengelolaan belanja K/L dan BUN

O,23 Madya/Ahli Madya

Men5rusun usul kegiatan yang didatrai dari Belanja BUN Daftar kegiatan 0,05 Madya/Ahli Madya

Merganalisis hasil pembahasan izin pemanfaatan belanja BUN Laporan hasil analieis o,L7 Madya/Ahli Madya

MenSrusun rekomendasi pemanfaatan belanja BUN Rekomendasi pemanfaatan belanja BUN o12 Madya/Ahli Madya

Men5rusun rekomendasi parameter alokasi BUN Rekomendasi parameter o,31 Madya/Ahli Madya

Menganalisis draft tanggapan atau tindak lanjut hasil
pemeriksaarl

Laporan hasil analisis tanggapan atau tindak lanjut
hasil pemeriksaan

O,24 Madya/Ahli Madya

Men;rusun rekomendasi tanggapan atau tindak lar{ut hasil
pemeriksaan

Rekomendasi tarlggapan atau tindak lanjut hasil
perneriksaan

o,22 Madya/Ahli Madya

Menganalisis jenis dan tarif PNBP Laporan hasil analisis jenis dan tarif PNBP 4,76 Madya/Abli Madya

Men5rusun rekomendasi jenis dan tarif PNBP Rekomendasi jenis dan tarif atas Jenis PNBP 4,19 Madya/Atrli Madya

Menganalisis terkait penggunaan sebagian dana PNBP Laporan hasil analisis terkait penggunaan sebagian
dana PNBP

o,58 Madya/Ahli Madya

Men5rusun rekomendasi terkait penggunaan sebagian dana
PNBP

Rekomendasi terkait penggunaan sebagian dana
PNBP

0,5 Madya/Ahli Madya

Menganalisis dan menilai dampak kebijakan PNBP Laporan hasil arralisis dan hasil penilaian dampak
kebijakan PNBP

O,29 Madya/Atrli Madya

Men5rusun konsep naskah akademik terkait peraturan
perundangan di bidang PNBP

Konsep naskah akademik 0,31 Madya/Ahli Madya

Menganalisis dan melakukan assessment dampak kebijakan
dispensasi pengelolaan PNBP

Laporan hasil analisis dampak kebiiakan dispensasi
pengelolaan PNBP

o,2 Madya/Ahli Madya

Menganalisis besaran target dan pagu penggunaan PNBP K/L
dan BUN secara nasional

Laporan hasil analisis besaran target dan pagu
penggunenn PNBP per KIL dan BUN secara nasional

o,59 Madya/Ahli Madya

Menganalisis besaran revisi target deur pagu penggunaan PNBP La,poran hasil analisis besaran revisi target dan pagu
penggunaan PNBP

o,55 Madya/Atrli Madya

Men5rusun rekomendasi usulan revisi target dan pagu
penggunaan PNBP

Rekomendasi usulan revisi target dan pagu
penggunaan PNBP

O,15 Madya/Ahli Madya

Menlrusun rekomendasi atas hasil asessment penerirnaan dalam
RBA BLU

RekomenCasi hasil assesment penerimaan dalam
RBA BLU

o,l3 Madya/Ahli Madya

Menganalisis besaran PNBP SDA Laporan hasil analisis besaran PNBP SDA O,3l Madya/Ahii Madya

Men5rusun rekomendasi perhitungan PNBP SDA Rekomendasi perhitungan PNBP SDA 0,23 Madya/Atrli Madya

Menganalisis data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP
(Outlook)

Laporan hasil analisis data realisasi dan perkiraan
realisasi PNBP (Outlook)

o,22 Madya/Ahli Madya

Men5rusun rekomendasi hagil monitoring dan erraluasi atas
pelalcsanaan peraturan di bidang PNBP

Rekomendasi dan analisis terkait monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan peraturan di bidang PNBP

o,26 Madya/Ahli Madya

Mengana,lisis piutang PNBP yang masih outstanding Laporan hasil analisis piutang PNBP O,I7 Madya/Ahli Madya

Men5rusun rekomendasi terkait piutang yang masih outstanding Rekomendasi piutang yang masih outstanding o,2 Madya/Ahli Madya
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93 Menganalisis penyelesaiarr kew{iban pemerintah yang masih
outstanding

Lap oran hasil analisis penyele saian kewaj iban
pemerintah yang masih outstanding

o,25 Madya/Ahli Madya

94 M en5ru su n rekome ndasi penyele saian kewqj iban p emerintatr
yang masih outstanding

Rekomendasi penyele sai an kewaj iban pemerintatr
yang nrasih outstanding

O,24 Madya/Ahli Madya

95 Membahas tindak laqjut hasil pemeriksaan di bidang PNBP Rekomendasi Laporan hasil analisis Pemeriksaan di
bidang PNBP

o12 Madya/Ahli Madya

96 Men5rusun konsep laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan di
bidang PNBP

Konsep laporan tindak lanjut pemeriksaan di bidang
PNBP

O,L7 Madya/Atrli Madya

97 Men5rusun rekomendasi laporan hasil analisis perhitungan
PNBP (self assessment)

Rekomendasi verifikasi dan/ atau pemeriksaan atas
perhitungarr PNBP (self assessrnent)

o,27 Madya/Ahli Madya

98 Men5rusun rei*omendasi atas Laporan hasil analisis data terkait
pelaksanaan pengelolaan PNBP

Rekomendasi atas laporan hasil analisis data terkait
pelaksanaan pengelolaan PNB P

o12 Madya/Ahli Madya

99 Menganalisis tagihan kew4jiban pemerintah sektor Migas, Panas
bumi, dal. subsidi

Laporan hasil analisis tagihan kewajiban pernerintah
sektor Mrgas, pana,s bumi, dan subsidi

o,29 Madya/Atrli Madya

100 Menganalisis data terkait pemindahbukuan PI{BP sektor *iB*
dan panas bumi

Laporan hasil analisis data terkait pemindatrbukuart
PNBP seldor mfas dan panas bumi

o,19 Madya/Ahli Madya

lol M e ngiden t ifikasi dan me nginve ntarisasi data/ p e rmasalahan
kebij akan sistem penganggaran

Daftar inventaris data/ masalatr kebijakan sistern
penganggaran

0,4 Madya/Ahli Madya

102 Menganalisis data hasil olahan kebijakan sistem penganggaran l.aporan hasil analisis kebijakan sistem

Penganggafan

o,47 Madya/Ahli Madya

I03 MenSrusun rekomendasi laporan hasil analisis kebijakan sistem
penganggaran

Rekomendasi kebijakan sistem penganggaran o,27 Madya/Ahli Madya

104 M e ngide ntil ^kasi dan me nginventarisasi data/ masal atr terkait
pelaksanaa.n Standar Biaya

Daftar inventarisasi data/ masalatr pelaksanaan
Standar Biaya

o,3l Madya/Ahli Madya

105 Men5rusun rekomendasi atas usulan Standar Biaya Rekomendasi Standar Biava o,32 Madya/Ahli Madya

106 M engi dentifft asi dan mengi4ventarisasi data/ masal ah terkait
pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kinerj a Penganggaran

Daftar inventarisasi data/ masalah pelalcsanaan
Monitoriqg dan erraluasi

o,35 Madya/Ahli Madya

L07 Men5rusun rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasr o,27 Madya/Ahli Madya

l08 M enginventarisasi data/ masalah p enerapan sistem
penganggafan

Daftar inrrcntarisasi data/ masalah O,34 Madya/Ahli Madya

109 Men5rusun rekornenCasi penerapan sistem penganggaran Rekomendasi O,28 Madya/Atrli Madya

110 M en5ru sun rekomendasi atas kebij akan terkait penganggaran Rekomendasi atas kebljakan/ peraturan

PengangSaran

O,23 Madya/Ahli Madya

111 M e ngidenlikasi dan rnenginventarisasi permasalahan
impl ementasi kebij akan/ peraturan penganggaran

Laporan identifi kasi permasalatran o,34 Madya/Ahli Madva

r72 Mengkaji peraturan yang mengalami kendala dan/atau
permasalahan pada tataran implementaei

Laporan hasil kqiian O,74 Madya/Aili Madya

113 M endiseminasi laporan hasil evaluasi implementasi
kebijakan/peraturan kepada stakeholders

Laporan hasil diseminasi O,36 Madya/Atrli Madya
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114 Melaksa,rakan kajian awal terkait usulan besaran hak
keuangan/remunerasi

Laporan hasil kajian awal 0,33 Madya/Ahli Madya

115 Melaksarrakan assesment terhadap pemangku jabatan yang

diusulkan besaran hak keuangan/ remunerasi
Kertas kerja hasil assesment 0,34 Madya/Ahli Madya

116 Memberikan pembobotan terhadap hasil assesment bersama
instansi/ stakeholders terkait

Hasil scoring jabatart o,29 Madya/Ahli Madya

1t7 Meiaksanakan kajian lanjutan terkait usulan besaran hak
keuangan/remunerasi

Laporan hasil kqiian lanjutan 0,53 Madya/Ahli Madya

118 Mdnyusun rekomendasi besaran hak keu angan/ remunerasi Rekomendasi besaran o,25 Madya/Ahli Madya

119 Men5rusun laporan rekomendasi terhadap kebijakan Hasil rekomendasi atas kebijalcan remunerast 0,3 Madya/Ahli Madya

120 M-ngidentifrkasi masalah kajian pengembangan/ tematik Daftar masalah o,3 Madya/Ahli Madya

t2r Menginventarisasi data terkait kajian tematik dan
pengembangan

Hasil pengumpulan data, bahart, dan referensi 0,54 Madya/Ahli Madya

L22 Menganalisis data terkait kajian tematik dan pengembangan laporan hasil analisis 0,68 Madya/Atrli Madya

L23 Men5rusun rekomendasi kajian tematik dan pengembangan Rekomendasi hasil telaahan dan kqiian 0,38 Madya/Ahli Madya

124 M-yuiun bahan diseminasi kajian tematik dan pengernbangan Bahan paparan / pidato Direlctur J ende ral Anggaran,
Menteri Keuangan atau Presiden RI

o,25 Madya/Ahli Madya

r25 Menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran Laporan hasil analisis kebutuhan 0,34 Madya/Ahli Madya

126 M enyi apkan bahan bimbingan tekni s p enganggaran Bahan bimbingan teknis Penganggaran 0,35 Madya/Ahli Madya

127 Melaksanakan bimbingan teknis Penganggaran Laporan bimbingan teknis penganggaran 0,33 Madya/Ahli Madya

ANALISIS DI BIDANG
PENGANGGARAN DAL.A.M

PENGELOI,AAN APBN

Analisis penganggaran dalam
pengelolaan APBN

1 Menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan
nasional per tema/bidang

Laporan hasil arralisis aratr kebijakan fiskal dan
prioritas pembangunart nasional

o,28 Utama/Ahli (ltuta

2 Menyu-n rekomendasi tingkat 4 Laporan hasil analisis arah

kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional
Rekomendasi tingkat 4 arah kebijakan fiskal dan
prioritas pembangunan nasional

o,2L Utama/Ahli LJtarta

3 Menguji parameter asumsi dasar ekorromi makro hasil exercrse Hasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi
makro hasil exercise

0,16 Utama/Ahli Utama

4 Men5rusun rekomendasi tingkat 4 hasii pengujian Parameter
asumsi dasar ekonomi makro

RekomenCasi tingkat 4 asumsi dasar ekonomr
makro

0,18 Utama/Ahli Utama

5 Menlrusun proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN Proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN 0,16 Utama/Atrli tJt-ma

6 Menguji parameter perhitungan RAPBN hasil exercise Hasil pengujian parameter perhiturrgan RAPBN hasil
exercise

o,14 Utama/Ahli Utama

Menlrusun rekomendasi tingkat 4 hasil pengujian parameter
proyeksi pert itungan (exercise) RAPBN dan usulan kebijakan

Rekomendasi tingkat 4 usulan kebijakan dan
proyeksi perhitungan (exercise) RAPBii

O,l7 UtamalAhli ut*'na

8 Men5rusun rekomendasi tingkat 4 hasil pengujian parameter
pen5rusunan postur RAPBN

Rekomendasi tingkat 4 Postur RAPBN dalam bentuk
I-Account

o,l4 Utama/AhJi Ut@a
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9 Mengk4ii dampak kebijakan fiskal dan ekonomi makro terhadap

APBN berdasarkan perkembangan realisasi APBN
Hasil kajian atas dampak kebijakan fiskal dan
ekonomi makro terhadap APBN

0,16 Utama/Ahli Utama

10 Men5rusun rekomendasi pen5rusunan RAPBN- P berdasarkan
hasil kajian dampak kebijakan fiskal dan ekonomi malcro
terhadap APBN

Rekomendasi pen5rusunan RAPBN- P o,L7 Utama/Ahli Utasra

11 MenSrusun rekomendasi tingkat 4 atas hasil pengujian data,
bahan, dan parameter oen5rusunan KEM & PPKF

Rekomendasi tingkat 4 sumbangan batran
penJrusunan KEM & PPKF

o, l5 Utama/Ahli Utarna

L2 Men5msun rekomendasi tingkat 4 l^aporan hasil analisis
kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan
angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis
Pemerintatr

Rekomendasi tingkat 4 materi pengaturan dalam
RUU APBN/APBN.P

o,32 Utama/Ahli Utama

13 Menguji Model Perencanaan APBN / Model Fiskal / Model
Damnak APBN

Hasil pengujian Model Perencanaan APBN / Model
Fiskal / Model Dampak APBN

o,33 Utarna/Ahli Utasra

14 Menyiapkan proposal pengembangan Model Perencanaan APBN

/ Model Fiskal / Mcdel Dampak APBN
Rekomendasi Model Perencanaan APBN / Model
Fiskal / Model Dampak APBN

o,18 Utama/Atrli Utama

15 Menyiapkan policy paper di bidang asumsi makro / pendapatan
negara / belanja negara / pembiayaan anggaran

Policy paper di bidang asumsi makro / pendapatan
negara / belanja negara / pembiayaan angg,aran

o,37 Utama/Ahli Utasra

16 Menganalisis bahan penJrusunan RAPBN/ RAPBN- P Rekomendasi bahan pen1rusunan RAPBN/ RAPBN-P o,35 Utama/Atrli Utama

t7 Melaksanakan analisis tindak lanjut hasil monitoring dan
evaluasi

Rekomendasi tindak lanjut o,25 Utama/Ahli Utama

18 Melaksanahan monitoring dan evaluasi kebijakan strategis di
bidang penganggararr

l"aporan monitoring dan evaluasi kebijakan strategis
di bidang penganggararl

0,34 Utama/Ahli Utarna

L9 Men5rusun rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan PNBP Rekomendasi kebij akan pengelolaan PNBP o,29 Utama/Ahli Utana

20 Men5rusun rekomendasi terkait kebijakan dispensasi
pengelolaan PNBP

Rekomendasi kebijakan dispensasi pengelolaan
PNBP

O,29 Utama/Atrli Uta.sra

27 Men5rusun rekomendasi usulan target dan pagu Penggunaarr
PNBP secara nasional

Rekomendasi usulan target penerimaan dan pagu
pen3gunaan PNBP secara nasional

o,29 Utama/Ahli Utama

22 Men5rusun rekomendasi perkiraan realisasi dan perkiraan
realisasi PNBP (Outlook)

Rekomendasi perkiraan realisasi dan perkiraan
realisasi PNBP (Outlook)

O,23 Utema/Ahli lJtama

23 M en5'-.r sun rekomendasi penyele saian kewaj iban pemerintah
sektor migas, panas bumi, dan subsidi

Rekomendasi penyelesaian kewajiban perintah
sektor Mtg*, p€rnas bumi, dan subsidi

o,4L Utama/Ahli Utmra

24 Men5rusun rekomendaei terkait pemindahbukuan PNBP sektor
*igar dan panas bumi

Rekomendasi terkait pemindahbukuan PNBP sektor
migas dan panas bumi

o,19 Utama/Ahli Utasra

25 Menganalisis data terkait kqiian tematik dan pengembangan Laporan hasil analisis 0,91 Utama/Ahli Utama

26 Men5rusun rekomendasi kqiian tematik dan pengembangan Rekomendasi hasil telaahan dan kajian 0,51 Utama/Ahli tftama
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27 Men5rusun bahan diseminasi k4jian tematik dan pengembangan Bahan paparan/ pidato Direlctur Jenderal Anggaran,
Menteri Keuangan atau Presiden RI

0,34 Utama/Ahli Utama

28 M engan ali si s keb u tu han bimbingan tekni s penganggaran Laporan hasil analisis kebutuhan o,45 Utama/Ahli Utama

29 M enyiapkan bahan bimbingan te kni s penganggaran Bahan bimbingan teknis penganggaran o,46 Utama/Ahli Utasra

30 M elaksanalcan bimbingan teknis penganggarart [,aporan bimbingan teknis pengatrSgaran o,44 Utama/Ahli Utama

III PENGEMBANGAN
PROFESI

A Pembuatan kar5ra tulis/karya
ilmiah di bidarrg penganggaran

1 Membuat karya tulis/kar5ra ilrniah hasil penelitian/
pe ngkaj ian / survei / evalu asi di bid ang penganggaran yang
dipublikasikan:

a- Dalam bentuk buku yang diterbitkarr dan diedarkan secara
nasional Buku 12,5

Semua jenjang

b. Dalam bentuk mqiatah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangku tan Naskah 6

Semua jenjang

2. Membuat karya tulis/kar5ra ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang penganggarari yang tidak
dipu blikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:

a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan sec€ra
nasional

Buku 8 Semua jenjang

b, Dalam bentuk mqialah ilrniah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutart

mqialah 4 Semua jenjang

3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasar
ikniah hasil gagasan sendiri di bidang penganggaran yang
dipublikasikan:

a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

Buhr 8 Semua jenjang

b. Dalam bentuk mqjalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

makalatr 4 Semua jenjarqg

4. Membuat malelah bempa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang penganggaran yang tidak
dipu blikasikan tet api didokume ntasikan di pe rpu stakaan :

a. lOalam bentuk buku Buku 7 Semua ieniong
b. Dalam majalah Majalah 3.5 Semuaienjan*

5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penganggaran yang
disebaduaskan melalui media massayang mempakan satu
kesatuan

Naskah 2 Semua jenjang

6. Menyampaikan pra$aran benrpa tinjauan, gagasan, atau ulasan
ilmiah dalam pertemuan ikniah nasional (tidak harr.s
memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)

Nas-katr 2r5 Semua jenjang

B Pened emahan / penyaduran
buku dan bahan lainnya di
bidang penganggaran

I Mene g' ematrkan / menyadur di bi d ang penganggaran yang
dipublikasikan

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

buku 7 Semua jenjang



Itro UIYST'R
ST'B UNSI'R

TUG-{S JABATAI{
BUTIR KFI}I.ATAIT TUGAS JABATAT{ ITASIL KIDzuA

A.!TGKA
KREDIT

PEI"AKSATATUGAS

b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat
nasional

Majalah 3,5
Semua jenjang

2. Menerjemahkan/ menyadur di bidang

a. Ddam bentuk buku buku 3,5 Semua jeajang

b. Dalam bentuk majalah yang diakui
oleh Instansi yang berwenang

rnakalah 1,5
Semua jenjang

c Penyusunan ketentuan
pelaksanaan/ ketentuan teknis di
bidang penganggaran

I Menyusun ketentuan pelaksanaan di Juklak 8 Semua jer$ang

2. Menyusun ketentuan teknis di bidang Julcris 3 Semua jenjang

IV PENUNJANG TUGAS
ANALIS ANGGARAN

A Pengajar/pelatih di bidang
pengErnggurrarl

Mengr
penga

rjar/melatih yang berkaitan dengan bidang
nggurran

Setiap 2 iam, 0,4 Semua jenjang

B Peran serta dalam
seminar/lokakarya di bidang
penganggaran

I Mengikuti kegiatan

a. Pemrasaran / penyaji/ narasumber Kali 3
Semua jer$ang

b. Pembahas /moderator Kali 2 Semua jenjang

c. Peserta KaIi t Semua ienians

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi

a. Ketua la.poran 1.5 Semua ieniane

b. Angqota La.poran I Semua jenjang

C Keanggotaan ddam organisasi Menjadi anggota organisasi profesi Nasional : Semua jenjang

profesi I sebagai Pengurus aktif tahun I Semua jenjang

2. sebagai Anggota aktif tahun 0,75 Semua jenjang

D Keanggotaan dalam Tim Penilai Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional
Analis Anggaran

SK 0,5 Semua jer$ang

E Perolehan penghargaan I tanrda
jasa

Meml rcroleh Penghargaan/ tanda jasa

I 3O (tiga puluhf tahun Piagam 3 Semua jenjang

2. 20 (dua puluhf tahun Piagam 2 Semua jer$ang

3. l0 (sepuluh) tahun Piagam I Semua jenjang

F Perolehan gelar kesarjanaan
lainnva

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai
dengan bidang tugasnya

Sarjana (S 1)/Diploma IV liazah I gelar 5 SemuaJenianc

2. Magister (S2) ljazah I gelar lo Semua JcaFng

3, Doktor (S3) Ijazah I eeler l5 Semua Jerriang

$alinan_ Seguai Aslinya

ir*-\ig* Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
'i<;p.6 pi.ott,rkrr, Komunikasi, dan Informasi hrblik,
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LAMPIRAN II
PERATURAN MEMERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR II TAHUN 2016
TEMANG JABATAN FTJNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

JUMLS.H ANCKA KREDIT KUMUL'ATIF MINIMAL

UNTUKPENGANGKATANDANKENATKANJABATAN/PANGKATJABATANFUNGSIoNALANALISANCIGARAN
DENGAN PENDIDIKAN SAR^IANA (S1)/DIPI,OMI. TV

GAN RUANG DAN ANGKA

JABATAN FUNGSTONAL ANALIS ANGGARAN

KREDIT

NO. TJNSUR PERSENTASE PERTAMA /F.}TLI
PERTAMA

MUDA/AHL: MUDA MADYA/AHLI MADYA UTAMA/AHLI UTAMA

III/a III/b III/g ITIId lY /a Iv/U IY lc rv/d lY le

UNSUR UTAMA
A. Pendidikan

1. Pendidikan sekolah r00 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Diklat

B. Analisis di bidang penganggaran
dalarn pengelolaan APBN

C. Pengembangan Profesi

2 8oo/o 40 80 160 240 360 480 600 760

2 UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang
pelaksanaan tugas Analis
Anggaran

< 2oo/o r0 20 40 60 90 L20 r50 r90

JUMLAH r00 150 200 30c 400 550 700 850 1050

Salrnan Sesuar Asllnya
Kementerian PendayagunaErn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
'Kepala Biio Huku, Komunikasi, dan Informasi Rrblik,

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BTROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
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IAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARAIUR NEGAM
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 3I TAHUN 2016
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

JUMI.AH ANGKA KREDTT KUMULA'I'IF MINIMAL

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANCGARAN

DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO. UNSUR PERSENTASE

M/cOlottOAN RTJANc DAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

PERTAMA IAHLI
PERTAMA

MUDA/AHLI MUDA MADYA/AHLI MADYA UTAMA/AHLI UTAMA

III/b III/c rrr/d IY la rv/b IY /c IV/d IV/e

I IINSUR UTAMA
A. Pendidikart

1. Pendidikan sekolah 150 150 150 150 150 150 150 150

2. Diklat

B. Analisis di bidang penganggaran
dalam pengelolaan APBN

C. Pengembangan profesi

> 8oo/o 40 L20 200 320 440 s60 720

2 UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang
pelaksanaan tugas Analis
Anggaran

s 2oo/o 10 30 50 80 110 t40 r80

JUMLAH r50 200 300 400 550 700 850 r050

Salinan Sesuai Aslinya
Keme-nterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi\-
K,epala pilp H.,t .t, Komunikasi, dan Informasi hlblik,

MENTEzu
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR



Salrnan Sesuan Aslrnya

LAMPIRAN IV
PERATURAN METiTERI PENDAYAGUNAAN API,RATUR NEGARA

DAN REF'ORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
IIOMOR 2I TAHUN 2016
IENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGAMN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UMUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

NO. UNSUR

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

PERSENTASE
MUDA/AHLI MUDA MADYA/AHLI MADYA UTAMA/AHLI UTAMA

lll/c IIIId IY /a IVlb IV/c IV/d lV /e
I UNSUR UTAMA

A. Pendidil<an
1. Pendidikan sekolah 200 200 200 200 200 200 200

2. Diklat

B. Analisis di bidang penganggaran
dalam pengelolaan APBN

C. Pengembangan profesi

> SOVI 80 160 280 400 520 680

2 UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang
pelaksanaan tugas Analis
Anggararr

S 2oo/o 20 40 70 100 130 t70

JUMLAH 200 300 400 550 700 850 1050

ryatman



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTEzu PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESI.A
NOMOR II TAHUN 2OL6
TENTANG JABATAN FUI'IGSIONAL ANALIS ANGGARAN

ANGKA KRED IT KU M U LATI F UNTU K PET.IYES UAIAN / trIPA SSIN/G

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

NO
GOLONGAN

RUANG
IJAZAH/ STTB YANG SETINGI(AT

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

1 TAHUN 1 TAHUN 2 TA.T{UN 3 TAHUN 4 TAHUN/LEBTH

I III/a Sarjana (S 1)/Diploma IV 100 TL2 L25 r37 148

2 rrrlb Sarjana {Sf )/Diploma IV 150 r62 L74 186 L97

Magister (S2) 150 163 L77 188 199

3 lll/c
Saq'ana (S 1) / Diploma IV 200 224 247 27r 294

Maeister (S2) 200 226 249 273 296
Doktor (S3) 200 228 251 275 298

4 rrr/d
Sariana (S I) /Diploma IV 300 322 345 368 391

Maeister {S2) 300 325 347 370 393
Doktor (S3) 300 327 349 372 395

5 lV /a
Sariana (S 1l /Diploma IV 400 434 468 502 536

Masister (S2) 400 437 471 505 539
Doktor [S3) 400 440 474 s08 542

6 rvlb
San'ana (S 1) /Diploma IV 550 584 618 652 686

Maeister (S2'l 550 587 62L 655 689
Doktor (S3) 550 590 624 658 692

7 lY /c
Sariana (S 1) /Diploma IV 700 737 768 702 736

Maeister (S2l 700 738 77r 705 739
Doktor (S3) 700 740 774 79a 742

8 rv /d
Sariana (S 1l /Diploma IV 850 897 938 960 994

Magister (S2) 850 898 94r 963 997
Dolrtor (S3) 850 900 944 966 1000

9 IY /e Sarjana (S 1)/Diploma lVlMagister (S2)/Doktor (S3) r050 1050 r050 1050 1050

lialrnan sesuar Aslrnya
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refornasi Birokrasi
KeB&a Biro Huku, Komunikasi, dan Inforrnasi hrblik,il,''v/o/ *
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MENTERI
PEI.IDAYAGUNAAN APARATI.'R NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPI.'BLIK INDONESIA,
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